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ABSTRACT 

HEALTH INSURANCE PROGRAM FOR POOR SOCIETY (JAMKESMAS) 
IMPLEMENTATION IN KABUPATEN SINTANG 

 
Masparida 

Universitas Terbuka 

Masparida_map_2009@yahoo.co.id 

Key Words: Jamkesmas, collecting data, data processing, data entry, determining 
data, card issuance and distribution 

 

This research is a descriptive study with a qulitative approach. The research purpose are 
to analize the Participants Governance Management Process Of Health Insurance Program For 
The Poor (JAMKESMAS) and The Factors that Affect The Participants Governance 
Management Process Of Health Insurance Program For The Poor (JAMKESMAS) Process in 
Sintang Regency. The data resources persons are : Sintang Regency Secretary, Chief of Sintang 
Statistic Center Agency, Head of Health Ministry Office Sintang Regency, Sintang Statistic 
Officer for Poor Society Data Collection, officer of Kantor ASKES Regency Sintang for 
Jamkesmas Section and some participants of Jamkesmas program in Sintang. The research was 
carried out from June until December 2011. The research location is in Sintang, especially at the 
implementing unit or organization which is responsible for The Jamkesmas Program, like 
Statistic Center Agency and PT ASKES Sintang. Data colletion technique were used are 
Interviews, Observation and Document/Literatures Study. 

The Research shows the results are, Participants Governance Management Process Of 
Health Insurance Program For The Poor (JAMKESMAS) in Sintang Regency were not 
implemented optimally. Data collection, data processing, statistic management training, 
targetting participants, participants data publishing, particiants card issuance and distribution are 
not implemented optimally due to indicator difference in poverty, lack of trained officer and lack 
of control. Dominant factors that affecting significantly are the target and achievement standard 
which are too difficult to reach, especially in accelerating accomplishment of poor society data 
collection. These conditions happen due to lack of communication between implementing 
organizations, lack of human resources and different characteristic of the implementing agencies. 

Based on the research results, some recomendation are needed. Indicators for poverty 
should be standarized,  socialization and training must be on the right target for the officer on 
duty. Jamkesmas participants data must be accurate before legalized by the regency. Data entry 
process and card distribution shoul have controlled and supervised by various parties, so the 
distribution can be on time and on target. To achieve standard and target, the policy should be 
clear and transparent. Additonal number of trained personnel are needed. Communication 
between implementing unit must be clear and consistent among each other and there must be a 
good will from the executive officer to accept and implement a policy right by its standard. 
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Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pada 
Kabupaten  Sintang 
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Universitas Terbuka 

Masparida_map_2009@yahoo.co.id 

 
Kata Kunci: Jamkesmas, pendataan, pengolahan, entry data, penetapan, serta 

penerbitan dan distribusi kartu peserta 
 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan 
penelitian ini adalah Menganalisis Proses Pengelolaan Tata Laksana Kepesertaan Program 
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) di Kabupaten Sintang dan Menganalisis 
faktor – faktor yang mempengaruhi Proses Pengelolaan Tata Laksana Kepesertaan Program 
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) di Kabupaten Sintang. Subjek penelitian 
adalah: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, 
Kepala Dinkes Kabupaten Sintang, Pegawai Statistik Bagian Pendataan Masyarakat Miskin, 
Pegawai Kantor Askes Bagian Jamkesmas Kabupaten Sintang, Beberapa peserta Jamkesmas 
Kabupaten Sintang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Desember 2011. 
Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Sintang, khususnya pada organisasi pelaksana yang 
berkaitan dengan pelaksanaan Program Jamkesmas seperti: Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Sintang, dan PT Askes Cabang Sintang Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah: 
wawancara/interview, observasi dan studi dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan, proses Pengelolaan Tata Laksana Jamkesmas di 
Kabupaten Sintang belum terlaksana secara optimal. Pengumpulan data peserta, pengolahan data 
peserta, pelatihan penyelenggaraan statistik, penetapan sasaran peserta, penerbitan keputusan 
data peserta, entry data , penerbitan kartu peserta, serta distribusi kartu peserta belum terlaksana 
atau berjalan secara maksimal dikarenakan terjadinya perbedaan indikator kemiskinan, 
lambatnya proses pendataan masyarakat miskin, kurangnya jumlah tenaga yang dilatih dalam 
pendataan masyarakat miskin dan belum adanya pengawasan didalam pendistribusian kartu 
peserta Jamkesmas. Faktor dominan yang mempengaruhi adalah standar dan sasaran kebijakan 
yang sulit untuk diwujudkan terutama dalam percepatan penyelesaian pendataan sasaran 
masyarakat miskin. Kondisi ini dipengaruhi oleh minimnya komunikasi antar organisasi, sumber 
daya tenaga atau petugas yang terbatas dan karakteristik Agen Pelaksana yang berbeda  

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi dalam penelitian ini adalah diperlukan 
keseragaman indikator kemiskinan, sosialisasi atau pelatihan yang tepat sasaran terhadap petugas 
dilapangan . Data peserta Jamkesmas sudah akurat sebelum ditetapkan Bupati . Proses entry data 
dan pendistribusian kartu sebaiknya ada  pengawasan dari berbagai pihak, sehingga 
pendistribusian kartu tersebut tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk pencapaian standar dan 
sasaran kebijakan Jamkesmas harus jelas, peningkatan sumber daya tenaga atau petugas 
dilapangan. komunikasi antar organisasi harus Jelas dan konsisten, sikap pelaksana dari 
kebijakan mau menerima dan melaksanakan suatu kebijakan yang ada.  
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Perbedaan penelitian sekarang dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya adalah Dayang (2007) melakukan penelitian mengenai 

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dari aspek strategi yang ditempuh oleh 

RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang dalam mengimplementasikan Program Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin). Hasil penelitian yang dilakukan 

Dayang tersebut memperlihatkan Laporan dalam pelaksanaan program belum 

sepenuhnya dilakukan melalui identifikasi masalah, pengumpulan dan analisis data. 

Pendelegasian wewenang telah dilaksanakan dan telah berjalan secara optimal. Tingkat 

pemanfaatan jenis pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) serta pelayanan 

Pelayanan gawat darurat (emergency) masih rendah. Sedangkan tingkat pemanfaatan 

jenis pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) cukup tinggi. Penerbitan dan 

distribusi kartu peserta serta tingkat kepuasan konsumen belum mencapai target 

sebagaimana diharapkan. 

Adisah (2009) melihat dari aspek Implementasi Program Askeskin oleh RSUD 

Ade Muhammad Djoen Sintang. Penelitian yang dilakukan Adisah, memperlihatkan 

tingkat pemanfaatan jenis pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) serta 

pelayanan Pelayanan gawat darurat (emergency) masih rendah. Tingkat pemanfaatan 

jenis pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) cukup tinggi. Namun demikian, 
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dari penelitian tersebut diketahui pula belum semua keluarga miskin memperoleh 

dukungan obat yang cukup melalui bantuan program jaminan pemeliharaan kesehatan 

bagi masyarakat miskin. Penelitian yang dilakukan Ahmad Riduan (2009) melihat dari 

aspek Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas) di Kabupaten Sintang. Perbedaan dengan implementasi program adalah 

penelitian Ahmad Riduan lebih melihat keseluruhan program mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan dan penganggaran Program 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). 

Penelitian lain yang pernah dilakukan adalah oleh Prihantina (2006) mengenai 

Efektivitas Pengelolaan Jamkesmas di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. 

Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan program jamkesmas di 

Kecamatan Pontianak Timur belum efeisien dan efektif. Perbedaan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya dengan penelitian sekarang ini adalah jika penelitian sebelumnya 

lebih memfokuskan pada aspek mekanisme, strategi dan prosedur implementasi, maka 

sekarang ini difokuskan pada Kebijakan Jamkesmas  itu sendiri. Penelitian ini mencoba 

melihat salah satu kebijakan tersebut, dimana Kebijakan Jamkesmas antara lain terdiri 

dari (1) Tata laksana kepesertaan dengan disusunnya database kepersertaan secara 

nasional, (2) Tata laksana Pelayanan Kesehatan dengan menjadi lebih patuh terhadap 

standar-standar pelayanan yang ada termasuk standar obat sehingga pelayanan yang 

diberikan merupakan pelayanan yang wajar, tidak berlebihan dan benar-benar sesuai 

indikasi medik, (3) Tata laksana pendanaan dimana penyaluran dana langsung dari kas 

Negara kepada Rumah sakit dan jaringan PPK lainnya  dan (4) Tata laksana Organisasi 

dan manajemen. Kebijakan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 
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Miskin belum pernah ada yang meneliti maka Berdasarkan pertimbangan dan temuan 

tersebut di atas maka permasalahan dalam penelitian ini diangkat melalui penelitian 

yang berjudul "Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin 

(Jamkesmas) Pada Kabupaten Sintang: Studi Kasus pada Proses Pendataan Peserta 

Jamkesmas  di Kecamatan Sintang ". 

B. Kajian Teori 

B.1. Kebijakan Publik 

Anderson (dalam Islamy, 1992 : 18-19), mengemukakan bahwa, Kebijakan 

publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-

pejabat pemerintah. Kebijakan publik tersebut menurut Edward dan Sharkansky (dalam 

Islamy, 1992: 18-19), dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan 

perundangan, pidato-pidato pejabat teras pemerintah atau pun dalam bentuk program-

program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. 

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Subarsono, 2006:2) adalah apapun 

pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep ini sangat luas 

karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika 

pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi 

masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Dye tersebut mengandung makna (1) 

kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) 

kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

badan pemerintah. 

Kebijakan publik yang berkualitas tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau 

pendapat para administrator publik, tetapi harus berisi pula opini publik sebagai 
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representasi dan kepentingan publik. Oleh karena itu tugas utama administrator publik 

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kepentingan publik, dan untuk itu harus 

memperhatikan terhadap masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan 

yang ada di lingkungannya. Administrator publik sebagai pelaku kebijakan merupakan 

salah satu komponen dari sistem kebijakan publik. Menurut Dunn (2000:71) : “Sistem 

kebijakan atau pola institusional melalui mana kebijakan dibuat, mengandung tiga 

elemen yang memeliki hubungan timbal balik: Kebijakan Publik, Pelaku kebijakan, dan 

lingkungan kebijakan”. 

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, Program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat Miskin (Jamkesmas) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik. 

Tujuannya adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya 

kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada 

tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu kesehatan pada keluarga miskin.  

Hal ini disebabkan dalam bidang kesehatan, kelompok masyarakat miskin yang 

ada di Kabupaten Sintang masih mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan yaitu: 

antara lain: apabila sakit, tidak memiliki biaya untuk berobat guna mendapatkan fasilitas 

kesehatan yang sesuai dengan penyakitnya. 

B.2. Implementasi Kebijakan 

Menurut Jones (1991:296) implementasi adalah “suatu kegiatan yang 

dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program”. Kegiatan untuk 

memgoperasikan ini berisi “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak ( 

Individu /pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan 

tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan”. (Van Meter dan Van Horn dalam 
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Wahab, 1997:65). Keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah “ 

Jembatan” yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin 

dicapai dari suatu kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky 

(Jones, 1991:295) bahwa “Implementasi atau penerapan adalah kemampuan untuk 

membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang 

menghubungkan tindakan dengan tujuan”. 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan di antara 

pembentukan sebuah kebijakan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang 

legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, 

atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang 

mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Jika sebuah kebijakan diambil secara 

tepat, maka kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi. Jika proses implementasinya 

tidak tepat, bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan 

secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan para pembuatnya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi 

kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah 

kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh 

para pembuat kebijakan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, Nugroho 

(2003:158) menawarkan dua pilihan langkah, yaitu: “Langsung mengimplementasikan 

dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan 

dari kebijakan publik tersebut”. Agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka 

seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realistis, 

sehingga dapat memenuhi kepentingan publik. 
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Sementara itu Wahab (1997:53) mengatakan bahwa implementasi kebijakan 

adalah: 

Pelaksanaan keputusan  kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-
undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, 
keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 
menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara 
untuk menstruktur / mengatur proses implementasinya.  
  

 Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut 

dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur 

rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah 

konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu 

tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang 

penting dari keseluruhan proses kebijakan.  

Berdasarkan pendapat di atas, implementasi program dalam penelitian ini lebih 

mengacu pada pendapat Wahab (1997:53) yang menyatakan implementasi program 

adalah pelaksanaan keputusan  kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, 

namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang 

penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas 

tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur / mengatur 

proses implementasinya. Kebijakan program tersebut tertuang dalam Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor 1259/Menkes/SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis 

Pelayanan Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin.  
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B.3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Begitu pentingnya implementasi sebuah kebijakan, maka persyaratan utama 

yang harus diperhatikan adalah bahwa mereka yang harus mengimplementasikan suatu 

keputusan mesti tahu apa yang mereka harus kerjakan. Keputusan kebijakan dan 

peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa 

diikuti. Jika kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, ukuran implementasi mesti 

tidak hanya diterima, akan tetapi harus juga jelas.  

Untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sebuah Implementasi kebijakan, 

menurut Adiwisastra dalam prolognya pada buku Tachjan (2006 : 15) sangat tergantung 

pada : 

Keberhasilan mengidentifikasikan jejaring kerjasama antar aktor yang terlibat 
dalam perumusan kebijakan publik itu, karena pada akhirnya aktor itulah yang 
akan melaksanakan apapun kebijakan publik yang dibuat. Karena itu, sejak 
tahapan formulasi kebijakan publik sudah harus diketahui secara pasti siapa 
yang berkepentingan, bagaimana interaksi antar aktor terbentuk, serta strategi 
apa yang digunakan untuk mencapai kepentingan itu. 
 
Dari pandangan diatas, lebih menegaskan bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan tidak hanya terletak pada kemampuan dari implementor atau pelaksana 

kebijakan, akan tetapi bagaimana para pembuat/penentu atau aktor kebijakan tersebut 

dapat bertanggungjawab sampai pada keberhasilan pelaksanaan implementasi setiap 

kebijakan yang dibuatnya. 

Demikian pentingnya implementasi kebijakan, sehingga dalam tahapan ini 

sangat membutuhkan kerjasama antar semua pihak (pemerintah, swasta, dan 

masyarakat) dalam kerangka mencapai optimalisasi dari implementasi kebijakan itu 

sendiri. Wahab (1997:10) mengemukakan bahwa: “Implementasi kebijakan merupakan 

suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan 
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itu sendiri”.  Suatu kebijakan hanya merupakan rencana bagus yang tersimpan rapi 

dalam arsip jika tidak diimplementasikan dengan baik. 

Jones (1991:166) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu suatu 

kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan 

memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu: 

a. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta 

metode untuk menunjang agar program berjalan, 

b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang 

tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan 

c. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang 

meliputi penyediaan barang dan jasa. 

Apa yang dikemukakan sebagai pegangan bagi para implementor kebijakan, 

dengan menyadari bahwa  implementasi kebijakan itu merupakan hal yang paling berat, 

karena dalam tataran inilah masalah-masalah yang kadang tidak ditemui dalam 

perumusan kebijakan, akan muncul di lapangan disaat kebijakan itu diimplementasikan.   

Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting 

karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk 

melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada aparat, tepat, dan konsisten. 

Kurangnya sumber daya akan berakibat ketidakefektifan penerapan kebijakan. Disposisi 

atau sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan kesepakatan di kalangan pelaksana 

untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara 

efektif, maka pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan 

memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi mereka juga harus mempunyai 
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keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Akhirnya struktur birokrasi 

mempunyai dampak atas penerapan dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil 

jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut. 

Edwards III (dalam Tangkilisan, 2003:10) menegaskan : Implementasi kebijakan 

dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab terhadap implementasi sebuah 

kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk 

mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten 

kepada orang-orang yang mampu. Jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh 

pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh 

para pelaksana yang ditunjuk. Jelas sekali bahwa kebingungan yang dialami para 

pelaksana mengenai masalah yang harus dilakukannya dapat memberi peluang untuk 

tidak mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki oleh para pembuat 

kebijakan. 

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah tentang Program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat Miskin (Jamkesmas), maka proses implementasi kebijakan Program 

Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas), sudah semestinya  kaidah proses 

kebijakan dari formulasi  hingga implementasi mengaju kepada kepentingan kebijakan 

penjelas yang di dukung pula adanya managemen implementasi kebijakan , sehingga  

kebijakan tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) dapat 

mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.   

Implementasi kebijakan dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi berlangsung 

dalam antar hubungan berbagai faktor. Suatu kebijakan menegaskan standar dan sasaran 

tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada 
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dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. 

Karena dijadikan sebagai kriteria penilaian, maka standar dan sasaran dirumuskan 

secara spesifik dan kongkrit. Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik yang 

berupa dana maupun insentif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang 

dibutuhkan tidak disediakan oleh pemerintah secara memadai.  

Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif apabila 

tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pengukuhan. 

Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang 

implementasinya menjadi tanggung jawab mereka. Hanya saja komunikasi adalah 

proses yang rumit, yang sangat potensial untuk terjadinya penyimpangan. Ini 

menyangkut persoalan kewenangan dan kepemimpinan. Dalam organisasi, atasan 

mestinya mampu mengkondisikan organisasi bawahan atau pelaksana untuk memiliki 

idealita sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan. 

  Sehubungan dengan pentingnya faktor komunikasi dalam implementasi 

kebijakan publik, Edwards III (dalam Tangkilisan, 2003:10) menegaskan : 

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab 

terhadap implementasi sebuah kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukannya. 

Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, 

dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Jika implementasi kebijakan yang 

diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas, mungkin saja terjadi 

kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk. Jelas sekali bahwa kebingungan 

yang dialami para pelaksana mengenai masalah yang harus dilakukannya dapat 
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memberi peluang untuk tidak mengimplementasikan kebijakan sebagaimana 

dikehendaki oleh para pembuat kebijakan. 

Faktor komunikasi menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana 

kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Berarti komunikasi juga 

dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan 

sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan 

demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan konsisten, 

Dalam hubungan ini maka kebijakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 

Miskin (Jamkesmas) secara awal harus dapat menyentuh aspek perilaku para peserta 

Jamkesmas yang akhirnya mereka mau mematuhi pelaksanaan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah tersebut. 

Tidak sempurnanya aspek komunikasi juga dapat mengakibatkan para pelaksana 

menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan 

kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan spesifik. Otoritas ini tidak akan diperiksa 

sebagaimana mestinya guna mendahulukan tujuan semula dari pembuat kebijakan. 

Dengan demikian instruksi implementasi tidak tertransmisikan dan terdistorsi dalam 

proses transmisi. Inkonsistensi dapat mengakibatkan hambatan yang serius bagi 

implementasi kebijakan. Sebaliknya, petunjuk-petunjuk yang terlalu detail dapat 

menghambat implementasi kebijakan itu sendiri karena dipahami sebagai pembatasan 

kreatifitas dan kemampuan beradaptasi. 

Persyaratan pertama supaya implementasi kebijakan Program Jaminan 

Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) dapat berfungsi efektif adalah mengetahui 

apa yang harus dilakukan. Sebuah kebijakan dan instruksi implementasi harus 
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ditransmisikan kepada personel-personel yang tepat sebelum dilaksanakan. Komunikasi 

semacam ini harus akurat dan harus dipahami oleh para pelaksananya. Banyak 

hambatan transmisi komunikasi mengenai implementasi sebuah kebijakan. 

Jika Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) hendak 

diimplementasikan secara sempurna, maka instruksi implementasi tidak hanya dapat 

diterima saja tapi pesan-pesan di dalamnya pun harus dapat diterima dengan jelas. Jika 

tidak, para pelaksana akan kesulitan mengenai tindakan yang harus dilakukan, mereka 

akan leluasa menafsirkan implementasi kebijakan tersebut, sebuah penafsiran yang 

mungkin saja berbeda dengan maksud atasannya. Tegasnya, bahwa apa yang 

dikomunikasikan dalam rangka efektivitas implementasi kebijakan, mesti 

memperhatikan dan didukung oleh sistem transmisi yang baik, konsistensi dan kejelasan 

pesan dan perintah dari pembuat kebijakan, yang harus dijalankan oleh implementor 

kebijakan secara baik, benar, dan prosedural. 

 Sehubungan dengan faktor Sumber Daya, Edwards III (dalam Tangkilisan, 

2003:12) menjelaskan : Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang 

tepat dengan keahlian yang diperlukan; informasi yang cukup dan relevan tentang cara 

untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di 

dalam implementasi; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan 

semuanya sebagai dimaksudkan; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, 

tanah dan persediaan) di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Sumber daya 

yang tidak cukup akan berarti bahwa Undang-undang tidak akan diberlakukan, 

pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan 

dikembangkan. 
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Faktor sumber daya dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin 

(Jamkesmas)tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia/aparat semata 

melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung 

pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dapat menjelaskan tesis bahwa sumber daya 

yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan 

yang tepat dan efektif. 

Betapapun jelas dan konsistennya perintah implementasi kebijakan dan 

akuratnya perintah tersebut disampaikan namun apabila orang-orang yang 

bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan Program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat Miskin (Jamkesmas) kekurangan sumber daya dalam pekerjaan mereka, 

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang penting 

antara lain jumlah staf yang cukup dengan keahlian yang memadai, informasi yang 

cukup dan relevan mengenai instruksi implementasi kebijaken, otoritas yang menjamin 

bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimaksud, dan fasilitas, 

termasuk bangunan-bangunan, tanah, dan suplai untuk memberikan pelayanan. Sumber 

daya yang tidak mencukupi menunjukkan bahwa hukum tidak akan dapat dilaksanakan, 

pelayanan tidak akan dilaksanakan, dan aturan-aturan yang masuk akal tidak akan 

disusun. 

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai 

studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan 

berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang 

harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga 

harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para 
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pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah 

kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap 

pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. 

Meskipun cara lain para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi 

mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut namun pada akhirnya sikap 

merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut 

dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan 

perorangan dan organisasi mereka. 

Para pelaksana tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan 

pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan sering berhadapan dengan tugas-

tugas untuk memanipulasi atau bekerja dalam lingkungan disposisi para pelaksananya 

atau bahkan membatasi otoritasnya. 

Jika para pelaksana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin 

(Jamkesmas) mendapatkan disposisi yang baik terhadap kebijakan tertentu, mereka 

cenderung melaksanakannya diluar yang telah diharapkan pembuat kebijakan 

sebelumnya. Tetapi ketika perilaku dan perspektif para pelaksana berbeda dari pembuat 

keputusan, proses implementasi kebijakan menjadi secara tak terbatas lebih 

membingungkan.  

Berkenaan dengan sikap pelaksana ini, mesti juga disadari bahwa pelaksanaan 

sebuah kebijakan hanya akan efektif jika dilaksanakan oleh aparatur/implementor 

kebijakan yang menyadari akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wujud perilaku 

yang baik dalam menyukseskan setiap program kebijakan yang akan 

diimplementasikan, akan tetapi juga para pembuat kebijakan hendaknya menyadari 
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bahwa implementor juga membutuhkan insentif baik berbentuk, pengakuan, 

penghargaan, dan dukungan agar tercipta kondisi yang simbiosis mutualisme antara 

pembuat dan implementor kebijakan dalam rangka mengoptimalkan implementasi 

kebijakan publik. 

Berkenaan dengan struktur birokrasi sebagai salah satu faktur implementasi 

kebijakan, Edwards III (dalam Tangkilisan, 2003:11) menjelaskan: Meskipun sumber 

daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana 

mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi 

kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokratis. Fragmentasi organisasi 

dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas 

implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerjasama dengan banyak orang. 

Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, 

menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan 

silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan. 

Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar 

prosedur oprasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. 

Sayangnya standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang 

dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi 

perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki. 

Standar kadang-kadang lebih menghambat dibandingkan membantu implementasi 

kebijakan. 

Para pelaksana kebijakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin 

(Jamkesmas) akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan dan 
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sumber daya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka akan tetap dihambat proses 

implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka layani. Asal usul karakterisitik 

organisasi, fragmentasi birokrasi yang berbeda akan tetap menghambat implementasi 

kebijakan. Mereka selalu menghambat implementasi kebijakan, pemborosan sumber 

daya, menyebabkan tindakan yang tidak diharapkan, menghambat koordinasi, akibat 

proses kebijakan pada maksud yang berlawanan, dan sebab beberapa kebijakan yang 

gagal. Oleh karena itulah, untuk mengantisipasi kegagalan dalam implementasi 

kebijakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) tersebut, maka 

faktor organisasi juga harus diperhatikan, khususnya dalam perspektif kejelasan struktur 

dan kehandalan tim kerja organisasi pelaksana kebijakan  kearah pencapaian tujuan dari 

setiap kebijakan itu sendiri. 

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan 

Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975). Proses 

implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejewantahan 

kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja 

implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai 

variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear 

dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan 

bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, 

variable-variabel tersebut yaitu: (1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan 

kebijakan, (2) Sumber daya, (3) Karakteristik organisasi pelaksana, (4) Sikap para 

pelaksana, (5) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, 

(6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. 

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a

14/41062.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



 26

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari 

ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level 

pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), 

maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn  

mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan 

standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja 

kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan 

sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan 

kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal 

(frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap 

standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat 

dengan disposisi para pelaksana (implementors). Arah disposisi para pelaksana 

(implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang 

“crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, 

dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu 

kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974). 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang 

terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap 

implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan 

pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain 

sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting 

dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 
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1974) menegaskan bahwa: ”Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah 

pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam 

rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya 

ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan 

(implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain 

dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya 

implementasi kebijakan.” 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi 

informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting 

karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat 

serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal  ini berkaitan dengan konteks 

kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana 

kebijakan yang ketat dan displin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang 

demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan 

penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. 

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah 

prosedur-prosedur kerja standar (SOP = Standard Operating Procedures) dan 

fragmentasi. Standard Operating Procedures (SOP). SOP dikembangkan sebagai 

respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan 

keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks 

dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu 

mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau 

program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan 
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baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk 

mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan 

dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP 

menghambat implementasi (Edward III, 1980). 

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, 

seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat 

eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi 

birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu 

wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor-aktor dan 

badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan 

keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. 

Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk 

mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward 

III, 1980). 

Kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan  Van 

Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para 

individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan 

kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. 

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan 

tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai 

sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap 

suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan 

sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat 
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mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam 

suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan 

proses yang sulit dan komplek. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi 

atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami 

ganguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi 

berbeda memberikan interprestasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar 

dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interprestasi yang penuh dengan 

pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan 

suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. 

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh 

komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and 

consistency) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, 

koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin 

baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. 

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): ”sikap 

penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin 

terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat 

yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi 

kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil 

keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau 

permasalahan yang harus diselesaikan”. 
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Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu kebijakan dan 

cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya 

dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan 

disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali  penyaringan lebih dahulu melalui 

persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. 

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan 

kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, 

pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and 

understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral 

atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap 

kebijakan. 

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan 

adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa 

jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari 

terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) 

terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) 

terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. 

Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan 

mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 

1974). Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan 

tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan 

implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada 
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akhirnya, intesitas disposisi para pelaksana (implementors) dapat mempengaruhi 

pelaksana (performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, 

akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. 

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi 

kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan 

kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat 

menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, 

upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang 

kondusif. 

Implementasi kebijakan dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi berlangsung 

dalam antarhubungan berbagai faktor. Suatu kebijakan menegaskan standar dan sasaran 

tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada 

dasamya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. 

Karena dijadikan sebagai kriteria penilaian, maka standar dan sasaran dirumuskan 

secara spesifik dan kongkrit. Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik yang 

berupa dana maupun insentif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang 

dibutuhkan tidak disediakan oleh pemerintah secara memadai.  

Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif apabila 

tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pengukuhan. 

Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang 

implementasinya menjadi tanggung jawab mereka. Hanya saja komunikasi adalah 

proses yang rumit, yang sangat potensial untuk terjadinya penyimpangan. Ini 

menyangkut persoalan kewenangan dan kepemimpinan. Dalam organisasi, atasan 
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mestinya mampu mengkondisikan organisasi bawahan atau pelaksana untuk memiliki 

idealita sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan. 

Persoalan di atas juga berkaitan erat dengan karakteristik birokrasi pelaksana. 

Struktur birokrasi pelaksana, yang memiliki karakteristik, norma dan pola hubungan 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Organisasi 

pelaksana memiliki variabel: (1) kompetensi dan jumlah staf, (2) rentang dan derajat 

pengendalian, (3) dukungan politik yang dimiliki, (4) kekuatan organisasi, (5) derajat 

keterbukaan dan kebebasan komunikasi, dan (6) keterkaitan dengan pembuat kebijakan. 

Kesemua variabel tadi membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang 

mereka implementasikan, dan menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. 

Kognisi, netralitas, dan obyektivitas para individu pelaksana sangat mempengaruhi 

bentuk respons mereka terhadap semua variabel tersebut. Wujud respons individu 

pelaksana menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi kebijakan. Jika 

pelaksana tidak memahami tujuan kebijakan, lebih-lebih apabila sistem nilai yang 

mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka 

implementasi tidak akan efektif. 

Menurut Thamrin (1997:59)  dalam proses implementasi kebijakan masalah-

masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin di jawab adalah: 

1. Bagaimana kebijakan diimplementasikan ? 
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses implementasi tersebut ? 
3. Bagaimana interaksi  antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat 

dalam penerapan kebijakan itu ? 
4. Siapa secara formal diberikan wewenang melaksanakan program dan siapa 

secara formal lebih berkuasa ? 
5. Bagaimana cara kerja birokrasi pusat dan daerah serta agensi lain yang terlibat 

dalam proses pelaksanaan program ? 
6. Bagaimana cara atasan melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan? 
7. Bagaimana tanggapan target group terhadap kebijakan yang dilaksanakan ? 
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa dalam implementasi 

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) di Kabupaten Sintang, 

diperlukan sosialisasi kepada para pihak sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat 

sebagai penerima dari suatu kebijakan. Kegiatan sosialisasi  merupakan agenda yang 

sangat mendesak untuk dilakukan. Sedikitnya ada tiga (3) argumen yang mendasari 

pendapat itu. Pertama; jika dibandingkan dengan program jaminan kesehatan 

sebelumnya (Askeskin, Jamkeskin), Program Jamkesmas memiliki perbedaan 

substansial. Perbedaan itulah yang seyogyanya diketahui secara baik dan benar oleh 

seluruh stakeholder terutama para pelaksana dan masyarakat. Kedua; kegiatan 

sosialsiasi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh berbagai pihak selama ini masih 

belum optimal membuat masyarakat memahami substansi dan tehnis jamkesmas. 

Karena sosialisasi yang dilakukan masih bersifat umum, abstrak dan kurang jelas. 

Ketiga; secara riil di lapangan diperoleh bukti bahwa sebagian besar masyarakat masih 

belum paham dan bahkan binggung tentang hal-hal yang berkenaan dengan jamkesmas 

terutama aspek tehnis operasional. Kondisi ini jika dibiarkan akan berpotensi 

melahirkan distorsi yang bisa membuat program tidak berjalan sebagaimana yang 

diharapkan.   

C. Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin 

(JAMKESMAS) 

 
C.1. Tujuan 

Tujuan umum  penyelenggaraan Jamkesmas adalah meningkatkan akses dan 

mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara 
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efektif dan efisien bagi seluruh peserta jamkesmas. Tujuan khususnya yaitu : 

memberikan kemudahan dan askes pelayanan kesehatan kepada peserta diseluruh 

jaringan PPK Jamkesmas,  Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang 

terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya, dan 

terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. 

 Jaminan kesehatan masyarakat miskin adalah program bantuan sosial untuk 

pelayanan kesehatan bagi masayarakat miskin dan tidak mampu.Program ini 

diselenggarakan secara Nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan 

pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Pada hakekatnya 

pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab dan 

dilaksanakan bersama oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Depkes RI, 2009 : 

7). 

Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 telah melaksanakan program jaminan 

kesehatan soial, dimulai dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

Miskin / JPKMM atau lebih dikenal dengan program Askeskin (2005-2007) yang 

kemudian berubah nama menjadi program jaminan kesehatan Masyarakat (jamkesmas) 

sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Tujuan yang sama yaitu melaksanakan 

penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu dengan 

menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial. 

Menurut Depkes RI  ( 2009 : 7) penyelenggaraan pelayanan masyarakat miskin 

mengacu pada prinsip-prinsip: 

1) Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat miskin. 
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2) Menyeluruh (Komprehensip) sesuai dengan standar pelayanan medik yang ‘cost 

effetive’ dan rasional. 

3) Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas. 

4) Transparan dan akuntabel. 

Program-program nasional penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di 

Kabupaten Sintang adalah (1) program subsidi beras untuk masyarakat miskin terhadap 

seluruh rumah tangga sasaran (RTS), (2) program beasiswa untuk membantu 

masyarakat miskin memiliki akses pendidikan, (3) program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (Jamkesmas) dan layanan rumah sakit untuk kelas III kepada rumah tangga 

sasaran dan anggota keluarganya untuk meningkatkan akses terhadap layanan 

kesehatan. Untuk lebih mendorong masyarakat memanfaatkan layanan pendidikan dan 

kesehatan ini, pemerintah menyediakan insentif melalui Program Keluarga Harapan 

(PKH) agar keluarga miskin  memastikan anak-anaknya menjalani wajib belajar 9 tahun 

dan membawa balita mereka ke Puskesmas untuk pelayanan kesehatan dan gizi, (4) 

Pelaksanaan PNPM Mandiri terus ditingkatkan pula. Pelaksanaan PNPM Mandiri telah 

membantu meningkatkan keberdayaan mereka untuk memusyawarahkan kebutuhan 

bersama dalam meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin, melakukan 

kegiatan sosial, usaha ekonomi dan pembangunan infrastruktur perdesaan. (5) dalam 

rangka mendukung peningkatan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan 

koperasi kepada kredit/pembiayaan pemerintah juga telah menyediakan dana 

penjaminan untuk mendukung Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan berbagai program 

tersebut, tingkat kemiskinan dapat diupayakan terus menurun. (RPJMD Kabupaten 

Sintang, 2011-2015). 
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 Salah satu strategi penanggulangan kemiskinan adalah strategi melindungi 

masyarakat miskin dari goncangan internal seperti jatuh sakit dan sistem 

pengobatannya. Dalam hubungan tersebut, sejak tahun 1998 Pemerintah melaksanakan 

upaya pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin. Dimulai dengan program Jaring 

Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) Tahun 1998-2001, Program dampak 

Pengurangan subsidi Energi (PDPSE) Tahun 2001 dan Program Kompensasi Bahan 

Bakar Minyak (PKPS-BBM) Tahun 2002-2004. Program-program tersebut di atas 

berbasis pada providers kesehatan, dimana dana disalurkan langsung ke Puskesmas dan 

Rumah Sakit Provider Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) berfungsi ganda yaitu 

sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan juga mengelola pembiayaan atas pelayanan 

kesehatan yang diberikan. Kondisi seperti ini menimbulkan permasalahan antara lain, 

terjadinya deficit di beberapa Rumah sakit dan sebaliknya dana yang berlebihan di 

Puskesmas juga menimbulkan fungsi ganda pada pemberi pelayanan kesehatan yang 

harus berperan sebagai payer sekaligus provider. (Biro hukum dan organisasi Sekjen 

Depkes, 2009:3). 

 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

merupakan perubahan yang mendasar bagi perasuransian di Indonesia khususnya 

Asuransi Sosial di mana salah satu program jaminan sosial adalah jaminan kesehatan. 

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 dinyatakan bahwa jaminan 

kesehatan diselenggarakan dengan tujuan agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, 

hal ini merupakan salah satu bentuk atau cara agar masyarakat dapat dengan mudah 
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melakukan akses ke fasilitas kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan. (Biro 

Hukum Dan Organisasi Sekjen Depkes, 2009:4). 

 Pada akhir tahun 2004, Menteri Kesehatan dengan SK Nomor 1241 / 

Menkes/SK/XI/2004 tanggal 12 November 2004, menugaskan PT Askes (Persero) 

dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan 

basis asuransi social. Pada semester I Tahun 2005, Program jaminan kesehatan 

masyarakat miskin sepenuhnya dikelola oleh PT Askes, yang meliputi pelayanan 

kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan rujukan di 

Rumah Sakit. Dalam perjalanannya, pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di 

semester I Tahun 2005 ditemukan permasalahan yang utama yaitu, perbedaan data 

jumlah masyarakat miskin BPS dengan jumlah masyarakat miskin disetiap daerah. 

Permasalahan lainnya adalah, program belum tersosialisasi dengan baik, penyebaran 

kartu peserta belum merata, keterbatasan sumber daya manusia pada PT Askes 

dilapangan, minimnya biaya operasional dan manajemen di puskesmas, kurang aktifnya 

posyandu dan sebagainya. (Biro hukum dan organisasi Sekjen Depkes, 2009:5). 

 Guna mengatasi permasalahan tersebut, maka pada semester II tahun 2005 

mekanisme peyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin di 

ubah. Untuk pembiayaan upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan dasar di 

Puskesmas dan jaringannya disalurkan langsung ke pukesmas melalui bank BRI. PT 

Askes hanya mengelola pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di Rumah 

Sakit. 

 Berdasarkan pengalaman-pengalaman pelayanan kesehatan di masa lalu, dan 

upaya mewujudkan sistem pembiayaan yang efektif dan efisien masih perlu diterapkan 
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mekanisme pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi social yaitu suatu instrument 

sosial untuk menjamin seseorang (anggota) dapat memenuhi kebutuhan pemeliharaan 

tanpa mempertimbangkan ekonomi orang tersebut. Penyelengaraan program ini 

melibatkan beberapa pihak yaitu: Pemerintah pusat    (Departemen Kesehatan), 

Pengelola Jaminan kesehatan (PT Askes) dan pemberi layanan kesehatan yaitu 

puskesmas dan Rumah sakit dimana masing-masing memiliki peran dan fungsi yang 

berbeda dengan tujuan yang sama yaitu mewujudkan pelayanan kesehatan dengan biaya 

dan mutu terkendali.(Biro hukum dan organisasi Sekjen Depkes, 2009:7). 

 Berlandaskan pada upaya pengembangan sistem jaminan Program Jamkesmas) 

tersebut, pada tahun 2006, Penyelengaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 

yang meliputi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan 

kesehatan rujukan di rumah sakit dikelola sepenuhnya melalui mekanisme asuransi 

sosial oleh PT Askes. Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 417 / 

Menkes/SK/IV/2007 tanggal 10 April 2007 telah ditetapkan pula Pedoman 

Pelaksananan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2007. (Biro 

hukum dan organisasi Sekjen Depkes, 2009:10). 

C.2. Pengelolaan Tata Laksana Kepesertaan  

Peserta Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya 

disebut peserta Jamkesmas sejumlah 76,4 juta jiwa bersumber dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2006 yang dijadikan dasar penetapan Jumlah sasaran peserta secara 

Nasional oleh Menteri Kesehatan RI (Menkes). Berdasarkan kuota kabupaten / kota, 

Bupati dan walikota telah menetapkan peserta di wilayah pada tahun 2008 (nomor, 
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nama dan alamat peserta) dan telah menjadi data kepersertaan Jamkesmas Nasional 

(Depkes RI , 2009 : 7). 

Apabila masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu, tidak masuk dalam 

dalam Surat keputusan Bupati /  walikota pembiayaan kesehatannya menjadi tanggung 

jawab Pemda setempat dan mekanisme pengelolaannya seyogyanya mengikuti 

Jamkesmas. Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin, 

penghuni lapas / rutan serta masyarakat miskin akibat bencana pasca tanggap darurat 

(bencana) yang tidak memiliki identitas tetap dijamin dalam Jamkesmas dan pada saat 

mengakses pelayanan kesehatan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Selanjutnya 

PT Askes Wajib menerbitkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) dan membuat pencatatan 

atas kunjungan pelayanan kesehatan dari kelompok tersebut. Sasaran peserta Program 

Keluarga Harapan (PKH) yang belum menjadi peserta Jamkesmas dijamin dalam 

Jamkesmas dan dapat menggunakan kartu PKH pada saat mengakses pelayanan 

kesehatan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Selanjutnya PT Askes Wajib 

menerbitkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) dan membuat pencatatan atas kunjungan 

pelayanan kesehatan dari kelompok tersebut. Setelah peserta menerima kartu 

Jamkesmas maka kartu lama yang diterbitkan sebelum tahun 2008 atau SKTM, 

dinyatakan tidak berlaku lagi meskipun tidak dilakukanpenarikan kartu / SKTM dari 

peserta (Depkes RI , 2009 : 7). 

Bagi bayi yang terlahir dari keluarga peserta Jamkesmas : Otomatis menjadi 

peserta Jamkesmas dan berhak mendapatkan kepersertaan sepanjang orangtua bayi 

tersebut sebagai peserta jamkesmas, Bila membutuhkan pelayanan kesehatan dapat 

langsung diberikan, dengan menggunakan kartu Jamkesmas orang tuanya. pelayanan 
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kesehatan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Selanjutnya PT Askes Wajib 

menerbitkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) dan membuat pencatatan atas kunjungan 

pelayanan kesehatan dari kelompok tersebut. Bila terjadi kehilangan kartu Jamkesmas, 

peserta tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan dilakukan pengecekan 

database kepersertaan dan selanjutnya dilaporkan ke PT Askes (Persero) setempat. Bagi 

peserta yang pindah domisili minimal antar kabupaten / kota, hak kepersertaannya 

masih dimiki dengan melaporkan kepindahannya kepada aparat Pemda setempat dan PT 

Askes (Persero) setempat (Depkes RI , 2009 : 7). Alur Pendataan daan Proses 

Kepesertaan Jamkesmas dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1. Alur Pendataan daan Proses Kepesertaan Jamkesmas 
Sumber: Depkes RI , 2009  

PT Askes (Persero) bertugas melaksanakan verifikasi kepersertaan dengan 

mencocokkan kartu Jamkesmas dari peserta yang berobat dengan database kepersertaan 

untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) terhadap peserta yang 

memanfaatkan pelayanan kesehatan .Dalam verifikasi kepersertaan perlu dilengkapi 

dengan dokumen berupa Kartu keluarga (KK) atau KTP untuk mengecek kebenarannya 

kecuali bagi gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar yang tidak punya 

identitas cukup hanya mendapatkan surat keterangan/ rekomendasi dari kantor Dinas 

social setempat. 

BPS : 
Mendata awal 

masyarakat 
miskin 

PT. ASKES 
Kabupaten 
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Penerbitan 
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 Biro Hukum Dan Organisasi Sekjen Depkes (2009:10) menyatakan bahwa : 

Peserta Program Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya 

disebut peserta Jamkesmas, sejumlah 76,4 juta jiwa bersumber dari data Badan Pusat 

Statistik (BPS) tahun 2006 yang dijadikan dasar penetapan jumlah sasaran peserta 

secara Nasional oleh Menteri Kesehatan RI (Menkes) sesuai SK Menkes Nomor 

125/Menkes/SK/II/2008 yang telah ditetapkan nomor, alamatnya melalui SK Bupati / 

Walikota tentang penetapan peserta Jamkesmas serta gelandangan, pengemis, anak 

terlantar, masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas, pasien sakit jiwa kronis, 

penyakit kusta dan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum menjadi 

peserta Jamkesmas. Apabila masih terdapat masyarakat miskin yang tidak terdapat 

dalam kuota Jamkesmas, pembiayaan kesehatannya menjadi tanggung jawab  

pemerintah daerah setempat dan mekanisme pengelolaannya mengikuti model 

jamkesmas. 

 Kebijakan Jamkesmas Tahun 2009 pada prinsipnya ada empat yaitu (1) Tata 

laksana kepesertaan dengan disusunnya database kepersertaan secara nasional, (2) Tata 

laksana Pelayanan Kesehatan dengan menjadi lebih patuh terhadap standar-standar 

pelayanan yang ada termasuk standar obat sehingga pelayanan yang diberikan 

merupakan pelayanan yang wajar, tidak berlebihan dan benar-benar sesuai indikasi 

medik, (3) Tata laksana pendanaan dimana penyaluran dana langsung dari kas Negara 

kepada Rumah sakit dan jaringan PPK lainnya  dan (4) Tata laksana Organisasi dan 

manajemen dimana penyelenggaraan Jamkesmas peran dan fungsi Pemerintah Daerah 

termasuk Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten / Kota lebih diberdayakan melalui 
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pembentukan tim koordinasi dan tim pengelola jamkesmas tingkat Provinsi/ Kabupaten 

/ Kota. (Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas 2009 : 2) 

 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1097/ 

MENKES/PER/VI/2011 menyatakan bahwa Peserta Program Jamkesmas adalah 

seluruh peserta Jamkesmas yang memiliki kartu Jamkesmas atau yang sudah tercatat di 

database kepesertaan. Peserta Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki kartu PKH 

tetapi belum termasuk peserta Jamkesmas / tidak memiliki kartu Jamkesmas. 

Gelandangan, pengemis, anak terlantar yang direkomendasi Dinas Sosial / institusi 

sejenis di daerah sehingga perlu menunjukan kartu Jamkesmas. Masyarakat miskin 

penghuni Panti social, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Penghuni Rumah Tahanan 

dan Korban Bencana Pasca Tanggap Darurat.  

Memperhatikan uraian di atas, Program Jamkesmas merupakan bagian dari 

pelayanan dasar yang mencakup pelayanan di bidang kesehatan dan pertolongan untuk 

kelompok miskin. Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang vital bagi 

masyarakat, baik masyarakat yang tergolong kelas menengah atau maupun kelas 

menengah bawah. Dimana selama ini pelayanan kesehatan disediakan pemerintah 

melalui institusi Rumah Sakit Umum maupun Puskesmas untuk menjangkau 

masyarakat seluas-luasnya.  Hasil penelitian Bank Dunia yang dihimpun dalam 

World Development Report 2004, menunjukkan bahwa akses rakyat miskin 

terhadap pelayanan publik di Indonesia masih rendah. Hasil penelitian tersebut 

memperlihatkan pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit maupun Puskesmas 

belum menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Masih sering terjadi tindakan 

diskriminasi dari rumah sakit maupun Puskesmas. Pasien dari kelas menengah atas akan 
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mendapatkan pelayanan lebih cepat dan diterima dengan penuh keramahan. Sebaliknya 

pasien dari kelas menengah bawah sulit menerima perlakukan serupa. 

Faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan Program 

Jamkesmas antara lain adalah: tanggapan positif masyarakat terhadap keputusan-

keputusan yang dilakukan oleh pemerintah serta adanya kesadaran untuk menerima 

kebijakan. Selain itu, isi dan tujuan kebijakan dimengerti secara jelas,  adanya informasi 

yang jelas mengenai kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran (penduduk 

miskin), serta adanya pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan. 

Agar  Program Jamkesmas dapat berjalan secara efektif dapat dilakukan 

apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci;  

program-program aksi telah dirancang dan; sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut.  

D. Kerangka Berpikir 

Hubungan antar aspek penelitian sebagaimana digambarkan dalam garis dan 

kotak di bawah ini merupakan upaya untuk memberikan gambaran kerangka penelitian 

ini secara keseluruhan. Kerangka tersebut di awali dengan dasar kebijakan (dasar 

hukum) Implementasi (pelaksanaan) Program Jamkesmas,  dimana dalam pelaksanaan 

yang berkaitan dengan ketatalaksanaan peserta terdiri atas prosedur pengelolaan dan 

faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Jamkesmas. Pengelolaan 

ketatalaksanaan peserta berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi pelaksana dalam 

hal ini: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang (Pengumpulan Data Peserta, 

Pengolahan Data Peserta, Pelatihan Penyelenggaraan Statistik), Pemerintah Kabupaten 

Sintang (Penetapan Sasaran Peserta, Penerbitan Keputusan Bupati), PT Askes 
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Kabupaten Sintang ) Entry Data dan Penerbitan Kartu Peserta, Distribusi Kartu Peserta, 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang (Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan). Faktor – 

faktor yang mempengaruhi  Program Jamkesmas berdasarkan pendapat Van Meter dan 

Van Horn (dalam Winarno, 2002: 110) terdiri atas: Standar dan sasasan kebijakan, 

Sumber daya, Komunikasi antarorganisasi, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi sosial, 

ekonomi dan politik 

Berdasarkan tinjauan teoritis tersebut diatas, maka kerangka pemikiran 

penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 2.2 sebagai berikut : 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian  

Kepesertaan Jamkesmas  

Pengelolaan Tata Laksana 
Kepesertaan: (BPS) 
1. Pengumpulan Data Peserta 
2. Pengolahan Data Peserta 
3. Pelatihan Penyelenggaraan 

Statistik 
4. Penetapan Sasaran Peserta 
5. Penerbitan Keputusan Data 

Peserta 
6. Entry Data , Penerbitan Kartu 

Peserta, Distribusi Kartu 
Peserta 

 

Faktor-faktor  yang mempengaruhi : 
1. Standar dan sasasan kebijakan 
2. Sumber daya 
3. Komunikasi antarorganisasi 
4. Karakteristik agen pelaksana 

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 
Miskin  (Jamkesmas) di BPS Kabupaten Sintang 

Dasar Hukum 
1. Pedoman  Jamkesmas Tahun 

2009 
2. UU No. 40 tahun 2004 
3. Permenkes RI Nomor 903/ 

MENKES/PER / V/2011 
4. Permenkes RI Nomor 1097/ 

MENKES/PER / VI/2011 
5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 

27 Tahun 2011 
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Dilatarbelakangi oleh masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin, 

antara lain dapat dilihat dari indikator-indikator berikut : Angka Kematian Bayi (IMR) 

pada tahun 2010 sebanyak 35 per 1000 kelahiran hidup (Kalbar = 47 per 1.000 

kelahiran hidup tahun 2009).  Angka Harapan Hidup tahun 2010 tercatat sebesar 66 

tahun. Angka Kematian Balita cukup tinggi yaitu 55 per 1000 kelahiran hidup.  Status 

Gizi Balita semakin memburuk. Persentase Balita yang tergolong berstatus gizi buruk 

dan gizi kurang (Kurang Energi dan Protein) tergolong tinggi yaitu 18,84 tahun 2009 

dan 19,42 tahun 2010. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2010 sebesar 307/100.000 

kelahiran hidup. Angka Kesakitan Demam berdarah 0,035 per mil ; Malaria 44,46 per 

mil; dan Tingginya  pravalensi TBC; Diare dan ISPA (RPJM Kabupaten Sintang 2011 – 

2015). Selain itu, kurangnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

miskin serta kesehatan sebagai hak fundamental setiap orang, maka ditetapkanlah 

Program Jamkesmas sebagai sebuah kebijakan jaminan sosial yang bertujuan untuk 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. 

Namun sebelum sampai pada tujuan yang hendak dicapai, maka ada proses yang 

harus dilalui yaitu Proses pendataan kepesertaan program jamkesmas yang dikaitkan 

dengan kegiatan Implementasi  program yang tentunya akan sangat menentukan tepat 

atau tidaknya sasaran, berhasil guna atau tidak, dan berdaya guna atau tidak. Dalam 

pelaksanaannya ada beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi 

program diantaranya  adalah standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi 

antar organisasi , kondisi sosial, politik dan ekonomi,serta faktor-faktor yang menjadi 

faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Program Jamkesmas di 

Kabupaten Sintang 
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Jika dalam pelaksanaan jamkesmas memberikan kemudahan dan askes 

pelayanan kesehatan kepada peserta diseluruh jaringan PPK Jamkesmas,  Mendorong 

peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan 

sehingga terkendali mutu dan biayanya, dan terselenggaranya pengelolaan keuangan 

yang transparan dan, maka tujuan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat miskin akan tercapai, sehingga tujuan tersebut menjadi efektif sehingga 

apa yang menjadi tujuan program dan organisasi akan berdampak pada tercapainya 

efektivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya apabila pelaksanaannya tidak 

memberikan kemudahan dan askes pelayanan kesehatan kepada peserta diseluruh 

jaringan PPK Jamkesmas,  tidak mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang 

terstandar bagi peserta, maka tujuan peningkatan akses dan kualitas pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat miskin tidak akan tercapai, sehingga tujuan tersebut menjadi 

tidak efektif sehingga apa yang menjadi tujuan program dan organisasi akan berdampak 

pada tidak tercapainya efektivitas organisasi.  Aspek ini dapat dideskripsikan melalui 

indikator - indikator  pelaksanaan Program Jamkesmas. 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional yang akan dijelaskan berikut ini terkait dengan variabel 

yang akan diteliti pada bagian selanjutnya. Adapun variable – variable tersebut dapat 

diuraikan dalam penjelasan singkat sebagai berikut: 

1. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah Program bantuan 

sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. 

Indikatornya adalah (1) meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak 

mampu mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di 
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Rumah Sakit, (2) meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

miskin, serta (3) terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan 

akuntabel. 

2. Implementasi adalah  pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya 

dalam bentuk undang-undang, perintah-printah atau keputusan-keputusan 

eksekutif yang penting. Indikator Kebijakannya adalah (1) Tata laksana 

kepesertaan dengan disusunnya database kepersertaan secara nasional, (2) Tata 

laksana Pelayanan Kesehatan dengan menjadi lebih patuh terhadap standar-

standar pelayanan yang ada termasuk standar obat sehingga pelayanan yang 

diberikan merupakan pelayanan yang wajar, tidak berlebihan dan benar-benar 

sesuai indikasi medik, (3) Tata laksana pendanaan dimana penyaluran dana 

langsung dari kas Negara kepada Rumah sakit dan jaringan PPK lainnya  dan (4) 

Tata laksana Organisasi dan manajemen Keluarga miskin adalah tidak dapat 

menjalankankan ibadah menurut agamanya, seluruh anggota keluarga tidak 

mampu makan dua kali sehari, seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian 

berbeda di rumah, bekerja/ sekolah dan bepergian, Bagian terluas dari rumahnya 

berlantai tanah, tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan 

3. Peserta Jamkesmas adalah seluruh peserta Jamkesmas yang memiliki kartu 

Jamkesmas atau yang sudah tercatat di database kepesertaan. Peserta Keluarga 

Harapan (PKH) yang memiliki kartu PKH tetapi belum termasuk peserta 

Jamkesmas / tidak memiliki kartu Jamkesmas. Gelandangan, pengemis, anak 

terlantar yang direkomendasi Dinas social / institusi sejenis di daerah sehingga 

perlu menunjukan kartu Jamkesmas. Masyarakat miskin penghuni Panti sosial, 
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Penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Penghuni Rumah Tahanan dan Korban 

Bencana Pasca Tanggap Darurat. 

4. Pengumpulan Data Peserta adalah pendataan program perlindungan sosial 2008 

yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh basis data terpadu  rumah 

tangga dan keluarga sasaran yang akan dipergunakan untuk berbagai program 

bantuan dan perlindungan sosial yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pada 

tahun 2009-2011 

5. Pengolahan Data Peserta adalah Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang 

diperlukan untuk kegiatan pengumpulan  data  statistik kependudukan 

kesejahteraan rakyat. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil 

pengumpulan data statistik kependudukan kesejahteraan rakyat Melakukan 

pengolahan data statistik sosial sesuai dengan sistem dan program yang 

ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait, melakukan penyiapan 

dokumen dan atau hasil pengolahan statistik sosial yang akan dikirim ke BPS 

dan atau BPS Propinsi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 

6. Pelatihan Penyelenggraan Statistik adalah upaya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia dengan cara mengikuti penyelenggaraan pelatihan dan 

peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung 

penyelenggaraan statistik. 

7. Penetapan Sasaran Peserta Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan tidak 

mampu yang ditetapkan oleh Bupati Sintang sesuai kuota, Gelandangan, 

pengemis, anak terlantar, Peserta program keluarga harapan (PKH), penghuni 

lapas, panti sosial, rutan dan korban bencana alam pasca bencana. 
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8. Penerbitan Keputusan Data Peserta adalah Surat keputusan tentang nama dan 

alamat sasaran peserta Jamkesmas yang diterbitkan oleh Bupati Sintang 

berdasarkan data yang didapatkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang. 

9. Entry Data adalah Data peserta yang telah ditetapkan Pemda yang kemudian 

dilakukan entry oleh PT Askes (Persero) untuk menjadi database kepesertaan di 

Kabupaten/Kota. 

10. Distribusi Kartu Peserta adalah penyerahan kartu peserta oleh PT. Askes  kepada 

yang berhak. 

11. Standard dan sasaran kebijakan adalah ukuran – ukuran mengenai pelaksanaan 

kebijakan sehingga dapat direalisir. Apabila standard dan sasaran kebijakan 

kabur, maka akan terjadi multi interprestasi dan mudah menimbulkan konflik di 

antara para agen implementasi. 

12. Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan 

keahlian yang diperlukan; informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di 

dalam implementasi; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini 

dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan; dan berbagai fasilitas (termasuk 

bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau dengan 

memberikan pelayanan. 

13. Komunikasi  didefinisikan sebagai transmisi informasi dan pemahaman. Proses 

komunikasi merupakan tahap-tahap antara komunikatot dengan komunikan yang 

menghasilkan pentransferan dan pemahaman makna. Berarti komunikasi juga 

dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana 
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kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang 

dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan 

jelas, tepat, dan konsisten. 

14. Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup sruktur birokrasi, norma-norma 

dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang akan mempengaruhi 

implemantasi program Jamkesmas. 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah rancangan penelitian deskriptif.  Jenis deskriptif 

adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan mendeskripsikan keadaan 

subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat 

sekarang yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.  

Karena penelitian ini sebatas menggambarkan Implementasi Program Jaminan 

Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) di Kabupaten  Sintang apa adanya tanpa 

melihat pengaruh antara variabel, maka jenis penelitian yang tepat dipergunakan adalah 

penelitian deskriptif.  

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini jenis yang dipergunakan 

adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Artinya, dalam 

penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif untuk menghadirkan data deskriptif 

dalam bentuk kata-kata tertulis dari informan tentang perilaku yang diamati melalui 

wawancara dan observasi. Analisis deskriptif tersebut akan menguraikan serta 

menghubungkan antar hasil yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan catatan 

lapangan sebagai hasil observasi. Antara apa yang dilihat dan apa yang didengar, diurai 

secara cermat  dalam kata-kata sehingga dapat membangun konsep yang lebih 

bermakna, dalam mengkaji permasalahan Implementasi Program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat Miskin (Jamkesmas) di Kabupaten  Sintang. 
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B. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam 

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pada 

Kabupaten Sintang yaitu sebagai berikut: 

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang 

2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang 

3. Kepala Dinkes Kabupaten Sintang 

4. Pegawai Statistik Bagian Pendataan Masyarakat Miskin 

5. Pegawai Kantor Askes Bagian Jamkesmas Kabupaten Sintang 

6. Beberapa peserta Jamkesmas Kabupaten Sintang 

C. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Desember 2011. 

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Sintang, khususnya pada organisasi pelaksana 

yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Jamkesmas seperti: Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Sintang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang,dan PT Askes Cabang Sintang. 

D. Tehnik Pengumpulan Data.  

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh 

Moleong (2006) adalah : peneliti bertindak sebagai instrument penelitian, atau peneliti 

sebagai alat penelitian utama yang terjun langsung ke lapangan. Peneliti melaksanakan 

langsung penelitian dengan pengamatan/observasi, wawancara , catatan harian 

lapangan, maupun dengan studi dokumen / kepustakaan. Dalam penelitian ini, 

diperlukan data yang relevan. Oleh karena itu diperlukan teknik untuk mengumpulkan 

data. Adapun teknik yang dipergunakan dalam mengumpulkan data adalah : 
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1. Wawancara/interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan 

wawancara secara langsung dengan subjek penelitian. Wawancara   adalah   proses   

memperoleh  keterangan  untuk  tujuan    penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara peneliti dan informan. Pertanyaan yang diajukan adalah 

mengenai standard dan sasaran kebijakan, sumber daya yang digunakan, komunikasi 

antar organisasi dan karakteristik agen pelaksana. 

2. Observasi yaitu pengamatan terhadap peristiwa – peristiwa yang sesuai dengan 

ruang lingkup penelitian misalnya prosedur pengumpulan data peserta, pengolahan 

data peserta, pelatihan penyelenggaraan statistik, penetapan sasaran peserta, 

penerbitan keputusan bupati, entry data, penerbitan kartu peserta dan distribusi kartu 

peserta.  

3. Studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen tertulis yang sesuai dengan ruang 

lingkup penelitian. Data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi adalah: 

Dasar hukum kegiatan (Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah, 

Keputusan Bupati, Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksana) 

E. Alat Pengumpulan Data  

 Alat pengumpul data adalah alat ukur, untuk mengumpulkan data. Instrumen 

penelitian dapat dijadikan alat untuk menyatakan besaran atau prosentase serta lebih 

kurangnya dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif, sehingga dengan menggunakan 

instrumen penelitian yang dipakai tersebut berguna sebagai alat untuk mengumpulkan 

data maupun bagi pengukurannya. Memperhatikan  tiga  teknik sebagaimana dijelaskan 

di atas, maka instrumen (alat) yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pedoman wawancara, yaitu susunan pertanyaan yang langsung ditanyakan kepada 
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informan kunci dan informan lanjutan. Sejumlah pertanyaan terbuka dicantumkan 

dalam media ini untuk menjadi pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara. 

Pertanyaan tersebut dapat saja berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan. 

2. Pedoman observasi  untuk menjaring data tentang situasi dan kondisi dari analisis 

terhadap Ketatalaksanaan kepesertaan Jamkesmas di Kabupaten Sintang.  

3. Dokumen, yaitu dokumen-dokumen tertulis seperti undang-undang, peraturan-

peraturan, Perda dan sebagainya yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian. 

F. Analisis Data 

 Metode yang digunakan dalam melakukan analisis data adalah metode 

kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis yang menginterpretasikan data hasil 

penelitian dengan memberikan deskripsi (pemaparan dan penafsiran data dalam bentuk 

narasi. Proses analisis data atau beberapa langkah praktis pada waktu melakukan 

analisis data penelitian Kualitatif,yaitu: 

1. Tahap pengumpulan data mentah, yaitu melalui wawancara, observasi lapangan, 

kajian pustaka, alat-alat yang digunakan, seperti tape recorder, kamera, dan lain-

lain. Pada tahap kegiatan pengumpulan data mentah ini hanyalah mencatat data apa 

adanya (Verbatin). 

2. Tahap transkrip data,yaitu mengubah catatan ke bentuk tertulis (apakah itu berasal 

dari tape recorder atau catatan tulisan tangan) dan mengetiknya persis seperti apa 

adanya. 

3. Tahap pembuatan koding, yaitu membaca ulang seluruh data yang sudah 

ditranskrip,serta mengambil kata kunci,yang selanjutnya kata kunci tersebut akan 

diberi kode. 
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4. Tahap katagorisasi data ,yaitu menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-

konsep (kata-kata) kunci dalam suatu besaran yang dinamakan “Kategori”. 

5. Tahap penyimpulan sementara,yaitu tahapan mengambil kesimpulan, meskipun 

bersifat sementara dan kesimpulan tersebut 100 % harus berdasarkan data,pada 

bagian akhir kesimpulan sementara inilah yang disebut Observers Comments (OC). 

Observers Commens adalah pendapat atau reaksi terhadap data lapangan. 

6. Tahap triangulasi,yaitu proses check and recheck antara satu sumber data dengan 

sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi, yaitu: 

Pertama,satu sumber cocok (senada,koheren) dengan sumber lain. Kedua,satu 

sumber data berbeda dari sumber lain,tetapi tidak harus berarti bertentangan. Ketiga, 

satu sumber 180 derajat bertolak belakang dengan sumber lain. Kegiatan ini 

dilakukan dengan membandingkan jawaban dari subjek penelitian yang terlibat 

dalam Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) 

di Kabupaten  Sintang. 

7. Tahap penyimpulan Akhir, yaitu suatu pernyataan umum dan logis yang ditarik dari 

beberapa kasus dan menunjukan pola yang menggambarkan ciri-ciri kasus-kasus 

tersebut. Kesimpulan juga dapat ditarik dengan cara sebaliknya,yaitu suatu 

pernyataan umum dan logis yang telah teruji kebenaran atau ketidak benarannya 

melalui bukti-bukti. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam pelaksanaan penelitian ini data yang telah 

diambil atau dikumpulkan dari lapangan tersebut, kemudian diklasifikasikan sesuai 

dengan jenis dan kelompoknya. Selanjutnya, data-data tersebut dipilah dan diolah serta 

ditampilkan ke dalam bentuk tabel. Setelah itu, setiap data akan diberikan penjelasan 
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dan tahap terakhir atau bersamaan dengan uraian data akan dilakukan analisis dengan 

memberikan diskripsi (pemaparan dan penafsiran data dalam bentuk narasi).  
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BAB V    

SIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

Memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Proses Pengelolaan Tata Laksana Kepesertaan Program Jaminan 

Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) di Kabupaten Sintang belum 

terlaksana secara optimal. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

distribusi kartu peserta belum terlaksana atau berjalan secara maksimal 

dikarenakan terjadinya perbedaan indikator kemiskinan , lambatnya proses 

pendataan masyarakat miskin, kurangnya jumlah tenaga yang dilatih 

dalam pendataan masyarakat miskin dan belum adanya pengawasan 

didalam pendistribusian kartu peserta Jamkesmas. 

2. Faktor dominan yang mempengaruhi Proses Pengelolaan Tata laksana 

Kepesertaan Program Jamkesmas adalah dipengaruhi oleh minimnya 

komunikasi antar organisasi, sumber daya tenaga atau petugas yang 

terbatas dan karakteristik Agen Pelaksana yang berbeda.  

B. Saran 

1. Untuk menghasilkan data yang akurat dan tepat sasaran didalam proses 

pendataan peserta Jamkesmas diperlukan keseragaman indikator 

kemiskinan, sosialisasi atau pelatihan yang tepat sasaran terhadap petugas 

dilapangan sehingga sasaran yang ingin dicapai dalam kebijakan dapat 

dilaksanakan, didalam penetapan keputusan Bupati sebaiknya datanya 
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sudah akurat sehingga tidak menimbulkan komplik didalam pelaksanaan. 

Dalam proses entry data dan pendistribusian kartu sebaiknya ada  

pengawasan dari berbagai pihak, sehingga pendistribusian kartu tersebut 

tepat waktu dan tepat sasaran.  

2. Untuk pencapaian standar dan sasaran kebijakan Jamkesmas harus jelas 

sehingga didalam pelaksanaan kebijakan tersebut jelas sasarannya. 

Kurangnya sumber daya petugas atau tenaga pendata masyarakat miskin 

sangat mempengaruhi hasil pendataan sehingga perlu peningkatan sumber 

daya tenaga atau petugas. Faktor berpengaruh lainnya adalah komunikasi 

antar organisasi dalam pelaksanaan ketatalaksanaan peserta Jamkesmas 

dimana komunikasi antar organisasi jarang dilakukan sehingga evaluasi 

terhadap pelaksanaan kebijakan dilapangan tidak terukur. Sementara 

pelaksanaan Kebijakan Jamkesmas melibatkan berbagai Instansi atau 

Organisasi yang berbeda dimana karakteristik dari agen pelaksananya 

bermacam ragam sesuai dengan Kebijakan masing-masing organisasinya. 

Hal ini sangat mempengaruhi didalam pelaksanaan proses Jamkesmas 

dilapangan sehingga dituntut kesadaran dari masing-masing organisasi 

untuk berkomunikasi dalam menjalankan Program Kebijakan Jamkesmas 

sehingga tercapai tujuan dan sasaran Jamkesmas yaitu meningkatkan 

pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin.  
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KISI PENELITIAN 

NAMA MAHASISWA : MAS FARIDA 

NIM : 015978287 

JUDUL TAPM : IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN 
(JAMKESMAS) PADA KABUPATEN  SINTANG 

No Rumusan Masalah Ruang lingkup Indikator Alat/Instrumen Penelitian 

Pedoman wawancara 

1 Bagaimana Proses 
Pengelolaan Tata 
Laksana Kepesertaan 
Program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat 
Miskin (Jamkesmas) di 
Kabupaten Sintang? 

Proses Pengelolaan 
Tata Laksana 
Kepesertaan Program 
Jaminan Kesehatan 
Masyarakat Miskin 
(Jamkesmas) di 
Kabupaten Sintang 

1. Pengumpulan Data Peserta 
2. Pengolahan Data Peserta 
3. Pelatihan Penyelenggaraan 

Statistik 
4. Penetapan Sasaran Peserta 
5. Penerbitan Keputusan Bupati 
6. Entry Data dan Penerbitan 

Kartu Peserta 
7. Distribusi Kartu Peserta 
8. Monitoring dan Evaluasi 
9. Pelaporan 

1. Mekanisme dan prosedur 
Pengumpulan Data Peserta 

2. Tugas dan fungsi para pihak dalam 
pengumpulan data peserta 

3. Tata cara Pengolahan Data Peserta 
4. Tugas dan fungsi para pihak dalam 

pengolahan data peserta 
5. Tugas dan fungsi para pihak dalam 

pelaksanaan Pelatihan 
Penyelenggaraan Statistik 

6. Penyelenggara Pelatihan 
Penyelenggaraan Statistik  

7. Tujuan Pelatihan Penyelenggaraan 
Statistik  

8. Tugas dan fungsi para pihak dalam 
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Penetapan Sasaran Peserta 
9. Verifikasi Penetapan Sasaran Peserta 
10. Tugas dan fungsi para pihak dalam 

Proses Penerbitan Keputusan Bupati 
11. Mekanisme Entry Data dan 

Penerbitan Kartu Peserta 
12. Tata cara Distribusi Kartu Peserta 
13. Tugas dan fungsi para pihak dalam 

Distribusi Kartu Peserta 
14. Tugas dan fungsi para pihak dalam 

monitoring dan Evaluasi 
ketatalaksanaan peserta 

2 Faktor – faktor apakah 
yang mempengaruhi 
Proses Pengelolaan 
Tata Laksana 
Kepesertaan Program 
Jaminan Kesehatan 
Masyarakat Miskin 
(Jamkesmas) di 
Kabupaten Sintang? 

Faktor – faktor yang 
mempengaruhi Proses 
Pengelolaan Tata 
Laksana Kepesertaan 
Program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat 
Miskin (Jamkesmas) di 
Kabupaten Sintang 

1. Standar dan sasasan kebijakan 
2. Sumber daya 
3. Komunikasi antarorganisasi 
4. Karakteristik agen pelaksana 

 

1. Penetapan standar dan sasasan 
kebijakan 

2. Tugas dan fungsi para pihak dalam 
penetapan standar dan sasasan 
kebijakan  

3. Ketersediaan sumber daya pendukung 
(anggaran, SDM, sarana dan 
prasarana) 

4. Mekanisme komunikasi 
antarorganisasi (jenis dan bentuk 
koordinasi yang dilakukan) 

5. Karakteristik agen pelaksana (Badan 
Pusat Statistik, Pemda Kabupaten 
Sintang,PT Askes, dan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sintang) 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
 

A. Proses Pengelolaan Tata Laksana Kepesertaan Program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) di Kabupaten Sintang  

1. Mekanisme dan prosedur Pengumpulan Data Peserta 

2. Tugas dan fungsi para pihak dalam pengumpulan data peserta 

3. Tata cara Pengolahan Data Peserta 

4. Tugas dan fungsi para pihak dalam pengolahan data peserta 

5. Tugas dan fungsi para pihak dalam pelaksanaan Pelatihan 
Penyelenggaraan Statistik 

6. Penyelenggara Pelatihan Penyelenggaraan Statistik  

7. Tujuan Pelatihan Penyelenggaraan Statistik  

8. Tugas dan fungsi para pihak dalam Penetapan Sasaran Peserta 

9. Verifikasi Penetapan Sasaran Peserta 

10. Tugas dan fungsi para pihak dalam Proses Penerbitan Keputusan Bupati 

11. Mekanisme Entry Data dan Penerbitan Kartu Peserta 

12. Tata cara Distribusi Kartu Peserta 

13. Tugas dan fungsi para pihak dalam Distribusi Kartu Peserta 

14. Tugas dan fungsi para pihak dalam monitoring dan Evaluasi 
ketatalaksanaan peserta 

 

B. Faktor – faktor yang mempengaruhi Proses Pengelolaan Tata Laksana 
Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin 
(Jamkesmas) di Kabupaten Sintang 

1. Penetapan standar dan sasasan kebijakan 

2. Tugas dan fungsi para pihak dalam penetapan standar dan sasasan 
kebijakan  
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3. Ketersediaan sumber daya pendukung (anggaran, SDM, sarana dan 
prasarana) 

4. Mekanisme komunikasi antar organisasi (jenis dan bentuk koordinasi 
yang dilakukan) 

5. Karakteristik agen pelaksana (Badan Pusat Statistik, Pemda Kabupaten 
Sintang,PT Askes, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang) 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
 

Nama Mahasiswa : MASPARIDA, S.SOS 

NIM : 015978287 

Judul : Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 
Miskin (Jamkesmas) Pada Kabupaten  Sintang 

Nama Yang 
Diwawancara 

: H. Buyung Sukowati, S.IP (Kepala BPS Kabupaten 
Sintang) 

Hari/Tanggal :  

Tempat :  

 
  

1. Secara struktural hirarki pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang siapa yang 
bertugas  dengan pengelolaan data peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 
Miskin (Jamkesmas)? 

Jawab: Dilihat dari bagan susunan organisasi tersebut di atas, Seksi yang menangani 
atau yang mempunyai tugas berkaitan dengan pengelolaan data peserta Program 
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) adalah Seksi Statistik Sosial. 
Adapun uraian tugas Seksi Statistik Sosial adalah sebagai berikut: Melakukan 
penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik 
sosial yang mencakup kegiatan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan 
sosial, serta kegiatan statistik sosial lainnya yang ditentukan; Membantu Kepala BPS 
Kabupaten/Kota dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan kegiatan 
statistik sosial; Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan 
terhadap pelaksanaan kegiatan statistik sosial; Melakukan penerimaan dan pemeriksaan 
dokumen hasil pengumpulan data statistik sosial; Melakukan pengolahan data statistik 
sosial sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan 
organisasi terkait; Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam koordinasi dan kerja 
sama pelaksanaan kegiatan statistik sosial baik dengan Pemerintah Daerah maupun 
instansi lain.  

2. Apa saja yang menjadi tugas BPS? 

Jawab: Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 
tentang Statistik, BPS Kabupaten Sintang sebagaimana kepanjangan tangan BPS di 
daerah bertugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar yaitu statistik yang 
pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas baik bagi pemerintah 
(pusat dan daerah) maupun masyarakat, yang memiliki cirri-ciri lintas sector, berskala 
nasional, makro dan yang penyelenggaraannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab 
BPS. Untuk dapat menyajikan statistik dasar, BPS menyelenggarakan kegiatan sensus, 
survey, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan iptek, 
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yang dapat dilakukan secara berkala, terus menerus dan atau sewaktu-waktu yang 
periode pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala BPS dengan memperhatikan kebutuhan 
data baik dari pemerintah maupun masyarakat. 

3. Apa saja pelaksanaan tugas BPS berkaitan dengan Implementasi Program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat Miskin? 

Jawab: Berkaitan dengan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 
Miskin, Proses Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin didalam 
tata laksana kepesertaan di Kabupaten Sintang dimulai dengan pendataan peserta. 
Dimana pendataan peserta program perlindungan sosial merupakan kegiatan nasional 
untuk memperoleh data rumah tangga dan keluarga menurut nama dan alamat rumah 
tangga menengah kebawah yang akan digunakan sebagai data terpadu untuk program 
bantuan dan perlindungan Nasional. Pendataan peserta program perlindungan sosial  
disikapi  sebagai bentuk tanggung jawab kepada bangsa dan Negara sehingga dalam 
pelaksanaannya dilakukan secara serius oleh jajaran BPS baik pusat maupun di daerah, 
terutama petugas yang betugas dilapangan yaitu pencacah dan pemeriksa sebagai ujung 
tombak bagi tersedianya Basis data terpadu untuk program dan perlindungan sosial pro-
rakyat. 

4. Apa saja kriteria yang dipergunakan untuk menentukan keluarga/ rumah tangga 
dikategorikan miskin? 

Jawab: Menurut versi BPS ada 14 kriteria yang dipergunakan untuk menentukan 
keluarga/ rumah tangga dikategorikan miskin. Sementara itu, pemerintah Kabupaten 
Sintang juga telah menyusun indikator kemiskinan di Kabupaten Sintang. Perbedaan 
dalam penetapan indikator kemiskinan tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan 
jumlah peserta yang terdata sebagai peserta Jamkesmas. Hal ini tidak jarang 
menimbulkan permasalahan bahkan menjurus pada konflik, baik antara masyarakat 
dengan pemerintah maupun antara masyarakat itu sendiri. 

5. Apa saja yang menjadi tugas BPS dalam kepesertaan Jamkesmas? 

Jawab: Berdasarkan data di atas, BPS mempunyai tugas dalam kepesertaan Jamkesmas 
adalah: Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan 
pengumpulan  data  statistik kependudukan kesejahteraan rakyat. Melakukan 
penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data statistik kependudukan 
kesejahteraan rakyat Melakukan pengolahan data statistik sosial sesuai dengan sistem 
dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait;melakukan 
penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik sosial yang akan dikirim ke BPS 
dan atau BPS Propinsi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 

6. Apakah dalam kepesertaan Jamkesmas BPS melaksanakan pelatihan statistik sosial? 

Jawab: BPS Kabupaten ikut serta dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya 
manusia dengan cara menyelenggarakan  pelatihan dan peningkatan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik melalui berbagai 
kegiatan, baik yang berkaitan langsung dengan statistik yang merupakan program BPS 
Pusat ataupun kegiatan lain yang bersifat umum yang merupakan program daerah. 
peserta pelatihan Pencacahan untuk masyarakat miskin hanya 80 % yang mengikuti 
pelatihan. 
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7. Bagaimanakah kondisi komunikasi antar organisasi dalam tata laksana kepesertaan 
Jamkesmas? 

Jawab: Guna memudahkan pelaksanaan Komunikasi antarorganisasi, diperlukan pula 
kepanitiaan/tim yang ditunjuk khusus untuk melaksanakan tugas tersebut. Adapun 
pembentukan kepanitiaan/tim dalam Komunikasi antarorganisasi Ketatalaksanaan 
peserta Jamkesmas telah dibentuk kepanitiaan/tim. Tim dimaksud bertugas 
menghimpun, mengolah dan menganalisa data yang yang diperlukan dalam 
melaksanakan Komunikasi antarorganisasi dan konsultasi program ketatalaksanaan 
peserta Jamkesmas di Kabupaten Sintang, melakukan Komunikasi antarorganisasi dan 
konsultasi program ketatalaksanaan peserta Jamkesmas dengan Instansi / Dinas baik 
pada tataran Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 
maupun Pemerintah Pusat serta melaporkan seluruh hasil kegiatan baik secara berkala 
maupun secara menyeluruh kepada Bupati Sintang. Selain itu, Tim juga bertugas 
menyusun pedoman prosedur operasional dan pedoman rencana bersama dalam 
Komunikasi antarorganisasi Ketatalaksanaan peserta Jamkesmas. 
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12. TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

 
  

Nama Mahasiswa : MASPARIDA, S.SOS 

NIM : 015978287 

Judul : Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 
Miskin (Jamkesmas) Pada Kabupaten  Sintang 

Nama Yang 
Diwawancara 

: Drs. H. Zulkifli, HA, M.Si.  (Sekretaris Daerah 
Kabupaten Sintang) 

Hari/Tanggal :  

Tempat :  

 

1. Apa saja aspek penting dalam Implementasi Program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pada Kabupaten  Sintang? 

Jawab: Aspek penting dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat 
miskin adalah berkaitan dengan ketatalaksanaan peserta, yang meliputi: pendataan, 
pengolahan, entry data, penetapan, serta penerbitan dan distribusi kartu peserta. 
Kekeliruan dalam pengelolaan peserta tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan 
program tidak berjalan optimal. Artinya, jika data peserta tidak tersedia dengan baik, 
dapat menyebabkan perbedaan  jumlah peserta, biaya yang harus disiapkan, penerbitan 
kartu dan sebagainya. 

2. Siapa saja yang menjadi sasaran Implementasi Program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pada Kabupaten  Sintang? 

Jawab: sasaran program Jamkesmas ini adalah masyarakat miskin tidak mampu di 
Kabupaten Sintang dan yang tidak termasuk sudah mempunyai jaminan kesehatan 
lainnya, masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditetapkan oleh Bupati Sintang 
sesuai kuota, Gelandangan, pengemis, anak terlantar, Peserta program keluarga harapan 
(PKH), penghuni lapas, panti sosial, rutan dan korban bencana alam pasca bencana.  

3. Berapa jumlah sasaran peserta dalam Implementasi Program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pada Kabupaten  Sintang? 

Jawab: jumlah sasarannya yaitu 137.962 jiwa Tahun 2008 berdasarkan kuota yang telah 
ditetapkan. Dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan pada Tahun 2010, terdapat 
kelompok peserta baru menjadi sasaran peserta Jamkesmas, yaitu : a) Masyarakat 
miskin penghuni Lapas/Rutan dengan melampirkan surat keterangan dari Kepala 
Rutan/Kepala Lapas setempat. b) Masyarakat miskin penghuni panti-panti sosial, 
melalui Surat Keputusan Kepala Dinas /Institusi Sosial Kabupaten Sintang setempat, 
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kementerian Kesehatan akan segera membuatkan kartu Jamkesmas. c) Masyarakat 
miskin akibat bencana pasca tanggap darurat sebagaimana yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah setempat. d) Untuk semua kepesertaan diatas, SKP diterbitkan 
petugas PT. Askes (Persero). Serta terdapat perhatian khusus kepada peserta Jamkesmas 
yang belum masuk database seperti bayi baru lahir dari keluarga miskin, anak 
terlantar/gelandangan/pengemis (rekomendasi Dinas Sosial), peserta Program Keluarga 
Harapan (PKH). 

4. Bagaimana jika terdapat peserta Jamkesmas yang tidak terdaftar? 

Jawab: Apabila masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu, tidak termasuk 
dalam Surat Keputusan Bupati  maka Jaminan Kesehatannya menjadi tanggung jawab 
Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Cara penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah 
seyogyanya mengikuti kaidah-kaidah pelaksanaan Jamkesmas. Peserta Jamkesmas ada 
yang memiliki kartu sebagai identitas peserta dan ada yang tidak memiliki kartu. Peserta 
yang memiliki kartu terdiri dari: Peserta sesuai SK Bupati Sintang, Penghuni panti-panti 
sosial, Korban bencana pasca tanggap darurat. Peserta yang tidak memiliki kartu terdiri 
dari: Gelandangan, pengemis, anak terlantar pada saat mengakses pelayanan kesehatan 
dengan menunjukkan rekomendasi dari Dinas Sosial setempat, Penghuni lapas dan rutan 
pada saat mengakses pelayanan kesehatan dengan menunjukkan rekomendasi dari 
Kepala Lapas/Rutan, Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada saat mengakses 
pe- layanan kesehatan dengan menunjukkan kartu PKH, Bayi dan anak yang lahir dari 
pasangan peserta Jamkesmas, setelah terbitnya SK Bupati Sintang dapat mengakses 
pelayanan kesehatan dengan menunjukkan akte kelahiran/surat kenal lahir/surat 
keterangan lahir/pernyataan dari tenaga kesehatan, kartu Jamkesmas orang tua dan 
Kartu Keluarga orangtuanya. 

5. Upaya apa yang dilakukan agar diperoleh data peserta yang valid? 

Jawab: Untuk mendapatkan data peserta dilakukan sinkronisasi dan kelengkapan data 
melalui pembentukan Tim sinkronisasi Kabupaten.  Tim Sinkronisasi untuk Kabupaten 
oleh Bupati yang terdiri unsur Kependudukan Pemda, Dinas Kesehatan, BPS, Depsos, 
PT Askes (Persero) serta unsur terkait lainnya. Untuk kelancaran pelaksanaan 
sinkronisasi dan kelengkapan data mekanismenya diatur dan menjadi tanggung jawab 
PT Askes (Persero). Setelah data tersebut lengkap, Bupati menerbitkan surat Keputusan 
tentang nama dan alamat masyarakat miskin sebagai sasaran Program Jamkesmas 
Kabupaten. Selama masa transisi, Masyarakat Miskin yang terdaftar dalam ketetapan 
SK Bupati belum memperoleh Kartu Peserta Jamkesmas dapat menggunakan Surat 
Keterangan Miskin (SKM)/Kartu Sehat/Kartu Subsidi Langsung Tunai (SLT)/Kartu 
Gakin, dan PT Askes (Persero) mengganti Kartu dengan Kartu Jamkesmas. 

6. Bagaimana kondisi sumber daya aparatur yang melaksanakan Implementasi 
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pada Kabupaten  
Sintang?   

Jawab: Keberhasilan kebijakan Ketatalaksanaan Peserta Dalam Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin  Di Kabupaten Sintang tidak terlepas dari 
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mendukungnya, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Jumlah pegawai yang mendukung urusan tersebut berasal dari 
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SKPD penyelenggara yaitu Badan pusat statistic Kabupaten Sintang. Yang jumlah 
sumber dayanya masih sangat terbatas.  

7. Bagaimana kondisi Komunikasi antarorganisasi dalam ketatalaksanaan peserta 
Jamkesmas di Kabupaten Sintang? 

Jawab: Komunikasi antarorganisasi dalam ketatalaksanaan peserta Jamkesmas di 
Kabupaten Sintang diharapkan dimulai sejak awal, yaitu pada tahap perencanaan. 
Kadang-kadang saja dilakukan Komunikasi antarorganisasi antar unit kerja terkait 
dalam proses perencanaan Ketatalaksanaan peserta Jamkesmas. Padahal, Komunikasi 
antarorganisasi antar lembaga pemerintah perlu dilaksanakan mulai dari proses 
perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan dan 
pengendaliannya. 

8. Pendekatan apa yang dilakukan dalam meningkatkan komunikasi antarorganisasi 
dalam ketatalaksanaan peserta Jamkesmas di Kabupaten Sintang? 

Jawab: Pendekatan Komunikasi antarorganisasi yang paling sering diterapkan dalam 
pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan peserta Jamkesmas adalah peningkatan potensi 
Komunikasi antarorganisasi (pengiriman data dan kontak langsung). Prinsip-prinsip 
Komunikasi antarorganisasi ketatalaksanaan peserta Jamkesmas yang dapat 
dilaksanakan seluruhnya adalah prinsip komunikasi timbal balik, prinsip terus menerus 
(kontiniutas), prinsip pedoman atau petunjuk untuk pelaksanaan serta prinsip saling 
menghormati. Adapun prinsip wewenang formal, prinsip keterbukaan, serta prinsip 
penetapan waktu-waktu yang tepat sebagian saja yang dapat dilaksanakan. Sedangkan 
prinsip dimulai dari tahap dini belum dapat dilaksanakan. 

9. Bagaimana prosedur kerja Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Sintang? 

Jawab: Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Sintang bersifat internal lintas program 
di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Tugas Tim Pengelola Kab/Kota: adalah: 
Bertanggung Jawab mengelola manajemen penyelenggaraan Jamkesmas secara 
keseluruhan diwilayah kerjanya, Melakukan rekruitmen dan menyampaikan usulan 
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian tenaga verifikator independen yang 
bekerja di seluruh PPK yang berada di Kabupaten Sintang, melakukan pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian terhadap unit-unitkerja yang terkait dalam 
penyelenggaraan Jamkesmas diwilayah kerjanya(termasuk pada sarana yankes dasar di 
puskesmas dan jaringannya danPPK Lanjutan), memfasilitasi pertemuan secara berkala 
dengan tim koordinasi sesuai kebu-tuhan dalam rangka review, evaluasi, dan 
penyelesaian masalah lintas sek-tor yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesmas di 
Kabupaten Sintang, mengkoordinasikan manajemen kepesertaan, pelayanan dan 
administrasikeuangan dalam penyelenggaraan Jamkesmas di Kabupaten Sintang, 
membentuk tim rekruitmen tenaga verifikator independen serta melakukanpembinaan, 
pengawasan dan pengendalian serta mobilisasi tenaga verifika-tor di PPK lanjutan, 
menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan tugas pe-nyelenggaraan 
Jamkesmas kepada Tim Pengelola Jamkesmas Pusat mela-lui Dinas Kesehatan Provinsi 
setempat, melakukan pengelolaan kepesertaan yang mencakup pencatatan dan up-dating 
data kepesertaan di wilayah kerjanya, menangani penyelesaian keluhan yang belum 
dapat terselesaikan baik di PPK maupun peserta, Menyiapkan bahan laporan 
penyelenggaraan Jamkesmas, memfasilitasi calon PPK baru, yang meliputi: penyiapan 
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rekomendasi ber-dasarkan hasil penilaian kelengkapan dokumen calon PPK tingkat 
lanjut yang baru. menyiapkan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PPK yang me-
nyelenggarakan Jamkesmas di wilayah kerjanya, Selaku Pembina verifikator 
independen melakukan pembinaaan dan penga-wasan pelaksanaan kegiatan verifikator 
independen di daerahnya, termasuk didalamnya adalah melakukan evaluasi kinerja 
terhadap kegiatan verifikatorindependen, melakukan pengawasan dan pemeliharaan 
terhadap inventaris barang yang telah diserahkan Kementerian Kesehatan untuk 
menunjang pelaksanaan Jamkesmas di daerahnya. 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
 
 

Nama Mahasiswa : MASPARIDA, S.SOS 

NIM : 015978287 

Judul : Implementasi Program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pada Kabupaten  
Sintang 

Nama Yang 
Diwawancara 

: dr. Markus Budi. P, M. Kes  (Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sintang) 

Hari/Tanggal :  

Tempat :  
 

1. Siapa saja yang berhak ditetapkan sebagai peserta Jamkesmas? 

Jawab: Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang membayar iuran atau 
iuarannya dibayar oleh Pemerintah. Peserta Program Jamkesmas adalah fakir 
miskin dan orang yang tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya dibayar 
oleh Pemerintah. Menurut Pegawai Statistik Bagian Pendataan Masyarakat 
Miskin, peserta yang dijamin dalam program Jamkesmas tersebut meliputi :  
Masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan 
(SK) Bupati Sintang berdasarkan pada kuota Kabupaten/ Kota (BPS) yang 
dijadikan database nasional, Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, 
masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas, Semua Peserta Program 
Keluarga Harapan (PKH) yang telah memiliki atau mempunyai kartu Jamkesmas. 
Serta terdapat perhatian khusus kepada peserta Jamkesmas yang belum masuk 
database seperti bayi baru lahir dari keluarga miskin, anak 
terlantar/gelandangan/pengemis (rekomendasi Dinas Sosial), peserta Program 
Keluarga Harapan (PKH). 

2. Apa yang menjadi dasar penetapan peserta Jamkesmas di Kabupaten Sintang? 

Jawab: Masyarakat miskin yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan 
Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah 
Tahanan Negara serta Korban Bencana. Tata laksana pelayanan diatur dengan 
petunjuk teknis (juknis) tersendiri sebagaimana tertuang dalam Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 1259/Menkes/SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis 
Pelayanan Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana, Masyarakat 
Miskin Penghuni Panti Sosial, dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga 
Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara. 

3. Apa yang menjadi tujuan penetapan peserta Jamkesmas? 
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Jawab: Tujuan dari Jamkesmas dibagi menjadi dua, yaitu : tujuan umum dan 
tujuan khusus. Tujuan umum yaitu: terselenggaranya akses dan mutu pelayanan 
kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai 
derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien, 
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sehinga tercapai derajat, 
kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta Jamkesmas. 
Tujuan khususnya yaitu: Memberikan kemudahan dan askes pelayanan kesehatan 
kepada peserta di seluruh jaringan PPK Jamkesmas, Mendorong peningkatan 
pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga 
terkendali mutu dan biayanya, Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang 
transparan dan akuntabel, meningkatkan cakupan masyarakat dan tidak mampu 
yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas serta jaringannya dan di 
Rumah Sakit,serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat 
miskin. 

4. Apa yang menjadi Standar pelaksanaan Jamkesmas? 

Jawab: Standar pelaksanaan Jamkesmas adalah: Percepatan penyelesaian 
pendataan sasaran maskin, Percepatan pembayaran klaim  Tim verifikasi 
independent, Pembayaran langsung ke rekening Puskesmas dan Rumah Sakit, 
Pemberlakuan paket pelayanan JAMKESMAS di RS, Peningkatan peran 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam fungsi pengelola,   koordinasi 
serta pengawasan dan pengendalian. 

5. Apa yang menjadi sasaran kebijakan Jamkesmas? 

Jawab: Sasaran kebijakan Jamkesmas tercermin dari Indikator Keberhasilan 
Jamkesmas yaitu, Input, Proses, dan output.  Dari aspek Input: Ada Tim 
Koordinasi di tingkat Pusat/Prov/Kab/Kota, Adanya sekretariat Pengelola di 
tingkat Pusat/Prov/Kab/Kota, Ada Tim Verifikasi di semua RS, Ada Anggaran 
untuk manajemen Operasional, Adanya APBD untuk maskin diluar yang 
ditetapkan Bupati/Walikota. Dari aspek Proses :Adanya Database Kepesertaan 
100% di Kabupaten/Kota, Tercapainya Distribusi Kartu Peserta JAMKESMAS 
100%, Tarif Paket Pelayanan JAMKESMAS, Klaim tepat waktu, Laporan tepat 
waktu. Dari aspek Output : Peningkatan Cakupan Kepesertaan (100% Kab/Kota 
memiliki database peserta, Distribusi Kartu 100%), Peningkatan cakupan dan 
mutu pelayanan (Kewajaran Tingkat Kunjungan RJTP & RITP, Kewajaran 
Tingkat Rujukan dr PPK I ke PPK II/III, Kewajaran Kunjungan RJTL, Kewajaran 
Kunjungan RITL, Ketepatan Mekanisme Pembayaran dg Penggunaan Tarif Paket 
JAMKESMAS di RS), Kecepatan Pembayaran Klaim & Limitasi, (Klaim 
diajukan setiap hari Jum’at (setiap minggunya), Pembayarn Klaim selambat-
lambatnya 7 hari setelah tanggal Berita Acara Verifikasi di Depkes, Peningkatan 
Transparansi & Akuntabilitas 

6. Bagaimanakah pencapaian Standar dan sasaran kebijakan Ketatalaksanaan 
Peserta Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin 
Di Kabupaten Sintang? 

Standar dan sasaran kebijakan Ketatalaksanaan Peserta Dalam Pelaksanaan 
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Sintang  belum 
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optimal. Indikasi hal tersebut adalah: Percepatan penyelesaian pendataan sasaran 
maskin, Adanya Database Kepesertaan 100%, serta Tercapainya Distribusi Kartu 
Peserta JAMKESMAS  belum mencapai target yang di tetapkan. 

7. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pencapaian Standar dan sasaran 
kebijakan Ketatalaksanaan Peserta Dalam Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Sintang? 

Jawab: Terbatasnya Sarana Dan Tenaga Pendata.  

8. Apa saja yang diperlukan Guna mewujudkan sasaran, arah kebijakan dan 
program ketatalaksanaan peserta Jamkesmas di Kabupaten Sintang? 

Jawab: Guna mewujudkan sasaran, arah kebijakan dan program ketatalaksanaan 
peserta Jamkesmas di Kabupaten Sintang diperlukan sarana koordinasi. Salah satu 
sarana Komunikasi antarorganisasi adalah ketersediaan kebijakan (peraturan 
perundang-undangan dan sebagainya). Ketersediaan kebijakan (peraturan 
perundang-undangan dan sebagainya) berpengaruh terhadap pelaksanaan 
Komunikasi antarorganisasi ketatalaksanaan peserta Jamkesmas. Dengan adanya 
kebijakan tersebut, tentunya selain menjadi payung hukum juga dapat menjadi 
panduan dan acuan dalam ketatalaksanaan peserta Jamkesmas.  

9. Apa saja sarana komunikasi ketatalaksanaan peserta Jamkesmas di Kabupaten 
Sintang? 

Jawab: Sarana Komunikasi antarorganisasi yang lain adalah rencana kerja. 
Dengan adanya rencana kerja tersebut diharapkan pelaksanaan ketatalaksanaan 
peserta Jamkesmas dapat lebih terarah. Selain itu, hasil penelitian ini juga 
memperlihatkan ketersediaan rapat/pertemuan juga sangat berpengaruh terhadap 
pelaksanaan Komunikasi antarorganisasi ketatalaksanaan peserta Jamkesmas. 

10. Bagaimana Karakteristik Agen Pelaksana Ketatalaksanaan peserta Jamkesmas 
di Kabupaten Sintang? 

Jawab: Karakteristik Agen Pelaksana Ketatalaksanaan peserta Jamkesmas di 
Kabupaten Sintang adalah, Pelindung : Bupati, Ketua : Sekretaris Daerah, 
Anggota:  Kadinkes Kabupaten/Kota, Asisten Kesra, Direktur Rumah Sakit, 
Ketua Komisi DPRD yang membidangi Kesehatan, Kepala PT. Askes (Persero) 
Cabang/ AAM.   
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

 

Nama Mahasiswa : MASPARIDA, S.SOS 

NIM : 015978287 

Judul : Implementasi Program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pada Kabupaten  
Sintang 

Nama Yang 
Diwawancara 

: Dr. Ganda (Pegawai PT Askes Sintang) 

Hari/Tanggal :  

Tempat :  

 

1. Bagaimana proses entry data  peserta Jamkesmas pada PT Askes Sintang? 

Jawab: Data masyarakat miskin yang telah ditetapkan Pemda melalui Surat 
Keputusan Bupati dilakukan entry oleh PT Askes (Persero) Kantor Cabang atau 
PT Askes (Persero) Kabupaten Sintang. Entry data meliputi antara lain nomor 
kartu, nama peserta, tanggal lahir dan alamat. Setelah dilakukan entry data, 
dilakukan pencetakan dan penerbitan kartu peserta Jamkesmas. PT Askes 
(Persero) bertanggung jawab terhadap ketersediaan blanko kartu Jamkesmas. 
Pencetakan blanko kartu Jamkesmas di dasakan kepada tingkat kebutuhan dengan 
memperhitungkan sisa kartu  Jamkesmas pada tahun sebelumnya. 

2. Bagaimana prosedur distribusi kartu peserta Jamkesmas pada PT Askes 
Sintang? 

Jawab: Data peserta yang telah ditetapkan Pemda, kemudian dilakukan entry oleh 
PT Askes (Persero) untuk menjadi database kepesertaan di Kabupaten/Kota; Entry 
data setiap peserta; Berdasarkan database tersebut kemudian kartu diterbitkan dan 
didistribusikan kepada peserta;  PT Askes (Persero) menyerahkan kartu peserta 
kepada yang berhak, mengacu kepada penetapan Bupati/Walikota dengan tanda 
terima yangditanda tangani/cap jempol peserta atau anggota keluarga peserta; dan 
PT Askes (Persero) melaporkan hasil pendistribusian kartu peserta 
kepadaBupati/Walikota, Gubernur, Depkes, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi 
dan Kabupaten/Kota serta rumah sakit setempat. Proses pendistribusian kartu 
Jamkesmas oleh PT Askes (Persero) Kantor cabang atau PT Askes (Persero) 
Kabupaten bekerja sama dengan Tim yang dibentuk oleh Bupati. Tim yang 
dibentuk tersebut melibatkan antara lain tenaga Puskesmas, PKK,  Karang taruna, 
dan lain-lain. Penyerahan kartu yang telah diterbitkan oleh PT Askes (Persero) 
kepada Tim tersebut dilengkapi dengan berita acara serah terima. Tim tersebut 
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menyerahkan Kartu Jamkesmas kepada yang berhak dengan tanda terima yang 
ditanda tangani/cap jempol peserta dan atau anggota keluarga dan dikembalikan 
kepada PT Askes (Persero) setempat. Bukti penerimaan kartu peserta 
dikembalikan ke PT Askes (Persero) maksimal satu bulan dari penugasan. 

3. Apa saja peran PT Askes (Persero) Dalam Ketatalaksanaan Peserta Program 
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pada Kabupaten 
Sintang? 

Jawab: Peran PT Askes (Persero) Dalam Ketatalaksanaan Peserta Program 
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pada Kabupaten Sintang 
adalah sebagai berikut: Entry data setiap peserta, Data peserta yang telah 
ditetapkan Pemda, kemudian dilakukan entry oleh PT Askes (Persero) untuk 
menjadi database kepesertaan di Kabupaten Sintang, Penerbitan kartu peserta, 
Berdasarkan data base kemudian kartu diterbitkan dan didistribusikan kepada 
peserta, Penyerahan kartu peserta, PT Askes (Persero) menyerahkan kartu peserta 
kepada yang berhak, mengacu kepada penetapan Bupati Sintang dengan tanda 
terima yang ditanda tangani/cap jempol peserta atau anggota keluarga peserta, 
Pelaporan, PT Askes (Persero) melaporkan hasil pendistribusian kartu peserta 
kepada Bupati Sintang, Gubernur, Depkes, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi 
danKabupaten/Kota serta rumah sakit setempat 

4. Bagaimanakah pelaksanaan peran PT Askes (Persero) Dalam Ketatalaksanaan 
Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pada 
Kabupaten Sintang? 

Jawab: Peran BPS Dalam PT Askes (Persero) Dalam Ketatalaksanaan Peserta 
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pada Kabupaten 
Sintang belum terlaksana secara optimal. Sering terjadi perbedaan jumlah peserta 
antara data base dan kartu yang diterbitkan. Penyerahan kartu peserta tidak 
dilakukan langsung oleh PT Askes tapi didistribusikan kepada Camat. Selanjutnya 
camat menyerahkan kepad Kepala Desa. Penyerahan kartu peserta tidak disertai 
dengan bukti tanda terima. Pelaporan yang dilakukan sering terlambat.  

5. Bagaimanakah verifikasi kepesertaan oleh PT Askes (Persero) Dalam 
Ketatalaksanaan Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin 
(Jamkesmas) Pada Kabupaten Sintang? 

Jawab: PT. Askes (Persero) bertugas melaksanakan verifikasi kepesertaan dengan 
mencocokkan kartu Jamkesmas dari peserta yang berobat dengan database 
kepesertaan untuk selanjutnya diterbitkan SKP. Verifikasi kepesertaan dilengkapi 
dengan dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) / Kartu Tanda Penduduk (KTP) / 
identitas lainnya untuk pembuktian kebenarannya. Bagi gelandangan, pengemis, 
anak dan orang terlantar yang tidak punya identitas cukup dengan surat 
keterangan/rekomendasi dari Dinas/Instansi Sosial setempat. Khusus untuk 
penghuni lapas dan rutan, cukup dengan surat rekomendasi dari Kepala 
Lapas/Kepala Rutan setempat. (Pengaturan lebih lanjut lihat tata laksana 
pelayanan kesehatan). Verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi klaim 
yang diajukan PPK yang dilakukan oleh Pelaksana Verifikasi dengan mengacu 
kepada standar penilaian klaim. Tujuan dilaksanakannya verifikasi adalah 

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a

14/41062.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



 

146 
 

diperolehnya hasil pelaksanaan program Jaminan Pelayanan Kesehatan 
Masyarakat Miskin yang menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu. 
Tiap-tiap RS/BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM akan ditempatkan pelaksana 
verifikasi yang jumlahnya diperhitungkan dari jumlah TT yang tersedia di 
RS/BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM dan beban kerja. Verifikasi Program 
Jaminan Kesehatan Masyarakat meliputi: verifikasi administrasi kepesertaan, 
administrasi pelayanan dan administrasi keuangan. Pelaksana Verifikasi dalam 
melaksanakan tugas sehari-hari di RS/BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM 
berdasarkan beban kerja di bawah koordinasi Tim Pengelola JAMKESMAS 
Kabupaten/ Kota. Pelaksana verifikasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan 
Propinsi atas nama Menteri Kesehatan yang ditugaskan untuk melaksanakan 
penilaian administrasi klaim yang diajukan PPK, dengan mengacu kepada standar 
penilaian klaim, dan memproses klaim sesuai dengan hak dan tanggung 
jawabnya.PT. Askes (Persero) atas penugasan Menteri Kesehatan, melaksanakan 
mana-jemen kepesertaan, yang didukung dengan jaringan kantor terdiri dari: 1. 
PT. Askes (Persero) 2. PT. Askes (Persero) Regional 3. PT. Askes (Persero) 
Cabang dan Area Asisten Manajer (AAM).  

6. Apa saja tugas PT Askes (Persero) Dalam Ketatalaksanaan Peserta Program 
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pada Kabupaten 
Sintang? 

Jawab: Tugas PT. Askes (Persero) melakukan penatalaksanaan kepesertaan dalam 
pelayanan kesehatan, meliputi:  verifikasi peserta Jamkesmas yang memanfaatkan 
pelayanan di PPK tingkat lanjut; bila terjadi keraguan atas identitas yang 
diserahkan peserta, petugas PT. Askes (Persero) berkewajiban mengecek 
kebenaran-nya. Penerbitan Surat Keabsahan Peserta (SKP); kelalaian terhadap 
pener-bitan SKP sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Askes (Persero). 
Melakukan penatalaksanaan organisasi dan manajemen kepesertaan,meliputi: 
melakukan penanganan keluhan peserta terkait penugasan manajemenkepesertaan 
dan rekapitulasi pelaporannya; melakukan telaah utilisasi kepesertaan atas akses 
pelayanan kesehatandi PPK tingkat lanjut berdasarkan wilayah kab/kota/provinsi, 
jenis ke-lamin dan umur per PPK lanjutan secara bulanan dan triwulanan; 
melakukan pelaporan hasil telaah utilisasi secara berjenjang ke Tim Pengelola 
Jamkesmas Kabupaten /Kota, Provinsi, dan Pusat.  

Menteri Kesehatan menetapkan jumlah masyarakat miskin yang menjadi sasaran 
program Jamkesmas yang bersumber dari data BPS. Berdasarkan jumlah 
masyarakat miskin yang ditetapkan Menkes tersebut, Bupati membentuk tim 
sinkronisasi untuk melengkapi data BPS tersebut. Setelah data tersebut lengkap, 
Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang nama dan alamat masyarakat miskin 
sebagai sasaran program Jamkesmas Kabupaten. Data masyarakat miskin yang 
telah ditetapkan Pemda diserahkan kepada PT Askes untuk dilakukan penerbitan 
dan pendistribusian kartu. Dalam pendistribusian kartu Jamkesmas peserta, PT 
Askes bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga lainnya yang 
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. 

7. Bagaimanakah alur distribusi kartu peserta Jamkesmas? 
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Jawab: penerbitan dan distribusi kartu sampai ke Peserta menjadi tanggung jawab 
PT Askes (Persero), dan dalam pendistribusiannya PT Askes (Persero) 
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga lainnya yang 
disetujui oleh Pemerintah Daerah. Mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga 
tersebut menjadi tanggung jawab PT Askes (Persero) sedangkan pembiayaannya 
dibebankan pada dana pelayanan tidak langsung Program Jamkesmas yang 
dikelola melalui PT Askes (Persero). Kartu Jamkesmas yang telah diterbitkan 
dengan atau tanpa pas foto masih tetap berlaku selama nama peserta tersebut 
tercantum dalam Keputusan Bupati. 

8. Apa saja kewajiban PT Askes dalam pelaporan ketatalaksanaan peserta 
Jamkesmas? 

Jawab: PT Askes berkewajiban melakukan koordinasi aktif dalam pelaporan 
telaah utilisasi dan penanganan keluhan peserta dengan Tim Pengelola Jamkesmas 
Kabupaten/ Kota/Provinsi, melakukan pelaporan tahunan atas pelaksanaan 
tugasnya dalam mana-jemen kepesertaan Jamkesmas yang mencakup rekapitulasi 
telaah utili-sasi kepesertaan, aspek manajerial dan aspek akuntabilitas pencapaian 
program, kendala yang dihadapi dan saran perbaikan, melakukan pelaporan 
tahunan atas pelaksanaan tugasnya dalam mana-jemen kepesertaan Jamkesmas 
yang mencakup rekapitulasi telaah utilisasi kepesertaan, aspek manajerial dan 
aspek akuntabilitas pencapaianprogram, kendala yang dihadapi dan saran 
perbaikan. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin 
mensyaratkan adanya konsultasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 
Konsultasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin diwujudkan dalam bentuk, 
pemantauan dan evaluasi; pengawasan serta penanganan dan penyelesaian 
pengaduan. 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
 

  

Nama Mahasiswa : MASPARIDA, S.SOS 

NIM : 015978287 

Judul : Implementasi Program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pada Kabupaten  
Sintang 

Nama Yang 
Diwawancara 

: Momon Hermanto (Pegawai BPS Sintang Bagian 
Pendataan Masyarakat Miskin) 

Hari/Tanggal :  

Tempat :  

 

1. Apa saja permasalahan dalam Pendataan Peserta Program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pada Kabupaten Sintang? 

Jawab: Berkenaan dengan peran BPS dalam Pendataan Peserta Program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pada Kabupaten Sintang masih 
ditemui permasalahan yang terkait dengan penetapan indikator kemiskinan dan 
proses pendataan penduduk miskin. Terkait indikator kemiskinan, indikator yang 
digunakan adalah indikator nasional.  

2. Bagaimana mekanisme Pendataan Peserta Program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pada Kabupaten Sintang? 

Jawab: Terkait pendataan penduduk miskin pada umumnya dilakukan melalui 
mantri statistik yang bertugas di Kecamatan. Pendataan belum optimal, karena 
kondisi geogarfis yang sulit umumnya data di dapat melalui data sekunder bahkan 
hanya informasi lisan saja dari Kepala Desa, Kepala Dusun atau Ketua RT. 

3. Apa saja Pelaksanaan tugas BPS Kabupaten Sintang dalam kepesertaan 
Jamkesmas di Kabupaten Sintang? 

Jawab: penyiapan dokumen, penerimaan dan pemeriksaan dokumen, pengolahan 
data statistik sosial sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, evaluasi 
hasil pengolahan data statistik kependudukan kesejahteraan rakyat sebagai bahan 
masukan untuk penyempurnaan program Jamkesmas selanjutnya 

4. Untuk apa saja Pendataan Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 
Miskin (Jamkesmas) Pada Kabupaten Sintang? 

Jawab: Data BPS untuk menentukan kuota penerima Jamkesmas. Evaluasi hasil 
pengolahan data statistik kependudukan kesejahteraan rakyat sebagai bahan 
masukan untuk penyempurnaan program Jamkesmas selanjutnya; membantu 
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dalam koordinasi dan kerja sama pelaksanaan data statistik kependudukan 
kesejahteraan rakyat baik dengan Pemerintah Daerah maupun instansi lain; 
melakukan penyiapan naskah publikasi statistik sosial dan menyampaikan ke 
satuan organisasi terkait (Pemda) untuk pelaksanaan pencetakan dan 
penyebarannya. 

5. Apa yang menjadi dasar kebijakan Pendataan Peserta Program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pada Kabupaten Sintang? 

Jawab: Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 
2001 dalam menyelenggarakan fungsinya BPS Kabupaten mempunyai 
kewenangan : Menyusun rencana kegiatan di bidang statistik pada cakupan 
wilayah Kabupaten Sintang dengan mengacu kepada pedoman yang telah 
diberikan oleh BPS, Menyelenggarakan kegiatan statistik regional Kabupaten 
sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, Melaksanakan 
koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten . 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
 

Nama Mahasiswa : MASPARIDA, S.SOS 

NIM : 015978287 

Judul : Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 
Miskin (Jamkesmas) Pada Kabupaten  Sintang 

Nama Yang 
Diwawancara 

: Masyarakat Peserta Jamkesmas 

Hari/Tanggal :  

Tempat :  

 
1. Apakah Bapak/Ibu/sdr(i) mengetahui keberadaan Program Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat Miskin? 

Jawab: sebagian masyarakat ada yang mengetahui, Namur ada pula yang tidak 
mengetahui 

2. Darimanakah Bapak/Ibu/sdr(i) mengetahui informasi mengenai keberadaan Program 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin? 

Jawab: dari puskesmas 

3. Apakah Bapak/Ibu/sdr(i) mengetahui Mekanisme dan prosedur pengumpulan data 
peserta? 

Jawab: kurang mengetahui 

4. Apakah Bapak/Ibu/sdr(i) mengetahui Tugas dan Fungsi para pihak dalam 
pengumpulan data peserta? 

Jawab:  kurang mengetahui 

5. Apakah Bapak/Ibu/sdr(i) mengetahui Tata cara pengolahan data peserta? 

Jawab:  
6. Apakah Bapak/Ibu/sdr(i) mengetahui Tugas dan Fungsi para pihak dalam pengolah 

data peserta? 

Jawab: kurang mengetahui 

7. Apakah Bapak/Ibu/sdr(i) mengetahui Tugas dan fungsi para pihak dalam 
pelaksanaan pelatihan penyelenggaraan Statistik? 

Jawab:  kurang mengetahui 

8. Apakah Bapak/Ibu/sdr(i) mengetahui Tugas dan Fungsi para pihak dalam penetapan 
sasaran peserta? 
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Jawab: Tidak mengerti 

9. Apakah BPS pernah melakukan Verifikasi penetapan sasaran peserta? 

Jawab: tidak ada 

10. Apakah Bapak/Ibu/sdr(i) mengetahui Tata cara Distribusi kartu peserta? 

Jawab: kurang mengetahui 

11. Apakah Bapak/Ibu/sdr(i) mengetahui Tugas dan fungsi para pihak dalam distribusi 
kartu peserta? 

Jawab: kurang mengetahui 

12. Sepengetahuan Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah pemerintah pernah melaksanakan 
penyuluhan/sosialisasi mengenai kebijakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 
Miskin? 

Jawab: tidak pernah 
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DAFTAR INFORMAN 

 

1. Drs. H. Zulkifli, HA, M.Si                :   Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang 
2. H. Buyung Sukowati, S.IP  :   Kepala Badan Pusat statistic Kab. Sintang 
3. Dr. Markus Budi,P, M.Kes  :   Kepala Dinkes Kab. Sintang 
4. Dr. Ganda                            :   Bagian Verifikasi PT. Askes Kab. Sintang 
5. Vita                                             :   Bagian Verifikasi PT. Askes Kab. Sintang 
6. Nufi Alabshar, S.St                :   Staf Bagian Statistik Sosial BPS Sintang 
7. Aztiwansah, SE                   :   Bagian Sosial Pemda Kab. Sintang 
8. Momon Hermanto                        :  Pegawai Statistik Kecamatan 
9. Zulkipli        :   Peserta Jamkesmas   
10. Ua Lelan      :   Peserta Jamkesmas 
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Indikator Penetapan Peserta Jamkesmas Menurut BPS dan Menurut Pemerintah 
Kabupaten Sintang 

 
Indikator Penetapan Peserta Jamkesmas 

Menurut BPS 
Indikator Penetapan Peserta Jamkesmas Menurut 

Pemerintah Kabupaten Sintang 
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal 

kurang dari 8 m2 per orang 
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari 

tanah/ bambu / kayu murahan  
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / 

rumbia / kayu berkualitas rendah / 
tembok tanpa diplester  

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / 
bersama-sama dengan rumah tangga lain  

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak 
menggunakan listrik  

6. Sumber air minum berasal dari sumur / 
mata air tidak terlindung / sungai /air 
hujan  

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari 
adalah kayu bakar / arang / minyak tanah 

8. Hanya mengkonsumsi daging / susu / 
ayam satu kali dalam seminggu 

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru 
dalam setahun  

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu / 
dua kali dalam sehari  

11. Tidak sanggup membayar biaya 
pengobatan di puskesmas / poliklinik 

12. Sumber penghasilan kepala rumah 
tangga adalah : petani dengan luas lahan 
500 m2, buruh tani, nelayan, buruh 
bangunan, buruh perkebunan dan atau 
pekerjaan lainnya dengan pendapatan 
dibawah Rp. 600.000,- per bulan  

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah 
tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD/ 
hanya SD  

14. Tidak memiliki tabungan / barang yang 
mudah dijual dengan minimal Rp. 
500.000,- seperti sepeda motor kredit / 
non kredit, emas, ternak, kapal motor, 
atau barang modal lainnya. 

Karakter individu dan keluarga mencakup. 
a. Tidak bisa makan 2 x sehari atau lebih; 
b. Tidak bisa menyediakan daging / ikan/ telur 

sebagai lauk pauk paling kurang seminggu 
sekali; 

c. Tidak bisa memiliki pakaian yang berbeda 
untuk setiap aktivitas; 

d. Tidak bisa memperoleh pakaian baru minimal 
satu stel setahun terakhir; 

e. Bagian terluas lantai rumah dari tanah; 
f. Luas lantai rumah kurang dari 8 m² per 

penghuni rumah; 
g. Tidak ada anggota keluarga berusia > 15 tahun 

mempunyai penghasilan tetap; 
h. Bila anak sakit / PUS ingin ber KB tidak bisa 

ke fasilitas kesehatan; 
i. Anak berusia 7 – 15 tahun tidak bisa sekolah 

Karakter lingkungan sosial mencakup : 
a. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan 

yang terlihat dari kurangnya jumlah guru dan 
gedung sekolah jika dibandingkan dengan 
jumlah siswa. 

b. Minimnya sarana dan prasarana kesehatan yang 
terlihat dari kurangnya jumlah tenaga medis 
(Dokter, Bidan dan perawat) dan kondisi 
prasarana kesehatan seperti puskesmas, 
puskesmas pembantu dan polides yang kurang 
baik.  

c. Minimnya prasarana transportasi, berupa jalan 
dan jembatan yang terlihat dari belum adanya 
jalan antara desa dan dusun serta jalan yang 
ada dalam kondisi rusak berat sehingga 
menggangu mobilisasi orang dan barang. 

d. Minimnya sarana dan prasarana perekonomian 
rakyat, baik pasar, dsb, yang terlihat dari tidak 
adanya pasar untuk menjual hasil produksi 
hasil pertanian masyarakat. 
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Gambar .1 

Wawancara dengan Petugas Statistik 

 

Gambar . 2 

Wawancara dengan Petugas Askes 
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Gambar .3 

Wawancara dengan Sekda kabupaten Sintang 

 

Gambar .4 

Wawancara dengan Kepala Dinkes Kabupaten sintang 
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Gambar . 5 

Wawancara dengan Peserta Jamkesmas 

 

  Gambar .6 

Wawancara dengan Peserta Jamkesmas 
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